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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang pengaruh
intergovernmental revenue, temuan audit, umur pemerintah daerah, spesialisasi
pekerjaan, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah se Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan populasi
laporan keuangan pemerintah daerah se Pulau Jawa dengan sampel laporan
keuangan pada tahun 2018. Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini
sebanyak 90 laporan keuangan menggunakan metode random sampling. Hasil
penelitian yang diperoleh menggunakan aplikasi IBM SPSS menunjukkan bahwa
jumlah penduduk berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, infergovernmental
revenue, temuan audit, umur pemerintah daerah, dan spesialisasi pekerjaan
masing-masing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: intergovernmental revenue, temuan audit, umur pemerintah daerah,
spesialisasi pekerjaan, jumlah penduduk, tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to test empirically about the influence of
intergovernmental revenue, audit findings, the age of local governments, job
specialization, and population numbers against the level of disclosure of local
government financial statements in Java Island. This study used the population of
local government financial statements in Java Island with a sample of financial
statements in 2018. The number of samples taken in this study as many as 90
financial statements using random sampling methods. The results of the study
obtained using the IBM SPSS application showed that the population had a
significant and positive effect on the level of disclosure of local government
financial statements. However, intergovernmental revenue, audit findings, the age
of local governments, and the specialization of their respective occupations had
no significant effect on the level of disclosure of government financial statements.

Keywords: intergovernmental revenue, audit findings, age of local government,
job specialization, population number, disclosure rate of local government
financial statements.
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1.1

BAB1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia ada istilah yang dikenal dengan otonomi daerah yang
sudah ada sejak awal era reformasi sekitar tahun 2000-an. Otonomi daerah
diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola sumber
daya yang dimiliki secara mandiri sebagai bentuk desentralisasi dari
pemerintah pusat. Otonomi daerah didefinisikan sebagai bebas atau
mandiri tapi bukan mendapatkan kemerdekaan melainkan bebas dengan
batasan tertentu atau mandiri yang didapatkan tersebut harus dapat
dipertanggungjawabkan. Syamsuddin (2005) memaparkan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan-
kebijakan publik pemerintah daerah serta efektivitas dan efisiensi dalam
pengelolaan anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
berisi reformasi pada sektor ekonomi dan keuangan yang membahas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Peraturan dan perundang-undangan disusun berkaitan dengan
responsibilitas atau akuntabilitas pemerintah utamanya dalam penyusunan

laporan keuangan.



Penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan pada
pemerintahan daerah dan beberapa faktor yang memengaruhinya penting
untuk dilakukan. Alasannya karena pengungkapan laporan keuangan yang
bersumber dari Catatan Atas Laporan Keuangan memuat poin-poin
penjelasan pos-pos akun dari laporan keuangan pemerintah daerah. Di sisi
lain, pengungkapan laporan keuangan menjadi sarana akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah unsur pokok yang cukup vital dalam
perwujudan good governance di mana pemerintah bertugas untuk
melaporkan hasil dari program-program yang telah diselesaikan karena
masyarakat perlu mengetahui dan dapat menilai apakah pemerintah telah
bekerja  dengan  ekonomis, efisien dan  efektif. = Laporan
pertanggungjawaban tidak hanya menjadi sarana pertanggungjawaban
akuntabilitas namun meliputi sudut pandang kemudahan pemegang
kendali untuk mendapatkan informasi yang pada akhirnya aktivitas
akuntabilitas timbul keterbukaan dalam lingkungannya (Sulistiyani, 2011
dalam Hanifah, 2015).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012)
menyatakan bahwa kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat
penyimpangan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri
(2012) menyatakan bahwa dari sembilan variabel independen yang diuji,
hanya empat variabel independen yang memberikan pengaruh signifikan

terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD pada tahun 2008-2009, yaitu



ukuran legislatif, umur administratif Pemda, kekayaan Pemda, dan
intergovernmental revenue. Penelitian serupa dilakukan oleh Simbolon
dan Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa hanya ukuran pemerintah
saja yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan
keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Priharjanto dan Wardani
(2016) menyatakan bahwa hanya opini audit yang berpengaruh positif
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khasanah dan
Rahardjo (2014) menyatakan bahwa beberapa variabel seperti
intergovernmental revenue, temuan audit, dan umur pemerintah daerah
daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
Penelitian yang dilakukan oleh Priharjanto dan Wardani (2016)
menyatakan hasil yang sama bahwa intergovernmental revenue dan
temuan audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan
wajib laporan keuangan daerah. Penelitian serupa dengan variabel
intergovernmental revenue, umur pemerintah daerah, dan spesialisasi
pekerjaan yang dilakukan oleh Simbolon dan Kurniawan (2018)
mendapatkan hasil bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh positif
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Penelitian yang
dilakukan  oleh ~ Dermawan  (2017) mengungkapkan  bahwa
intergovernmental revenue atau dana perimbangan tidak berpengaruh
signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan tetapi berbeda

dengan variabel spesialisasi pekerjaan pada penelitian tersebut menyatakan



bahwa spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap tingkat
pengungkapan LKPD. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh
Lesmana (2010) variabel umur daerah mendapatkan hasil berpengaruh
positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Variabel
jumlah penduduk pada penelitian Hilmi dan Martani (2012) serta
Priharjanto dan Wardani (2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk
berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
Berkaitan dengan variabel dari penelitian sebelumnya yang menyatakan
bahwa beberapa variabel terkait tidak berpengaruh positif terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini berusaha membuktikan
kembali variabel-variabel terkait seperti intergovernmental revenue,
temuan audit, umur pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, dan jumlah
penduduk dapat memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan
secara signifikan.

Pembuktian variabel-variabel pada penelitian ini didukung dengan
penggunaan beberapa teori. Stakeholder theory digunakan sebagai alat
untuk membantu manajemen dalam menaikkan nilai perusahaan dan
meminimalisir dampak kerugian yang akan muncul di masa yang akan
datang. Variabel intergovernmental revenue dan temuan audit berkaitan
dengan stakeholder theory. Intergovernmental revenue yang termasuk
dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer pada
pemerintah daerah harus memiliki informasi mengenai penggunaan dana

tersebut dan menyajikan informasi kepada stakeholder. Di sisi lain,



variabel temuan audit dengan sistem pengendalian internalnya
memengaruhi nilai sebuah entitas, semakin banyak temuan audit
menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam suatu entitas
rendah sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengendalian internal
yang akan memengaruhi pengambilan keputusan stakeholder.

Definisi teori institusional merupakan proses perubahan organisasi
akibat tekanan lingkungan kerja yang membentuk organisasi. Pada
penelitian ini variabel-variabel yang digunakan berkaitan dengan teori
institusional. Variabel intergovernmental revenue dan temuan audit
mendapatkan tekanan dari stakeholder untuk menyampaikan informasi
berkaitan dengan aktivitas yang telah dilakukan organisasi. Lama umur
pemerintah daerah juga memengaruhi kinerja dari penyampaian informasi
dan pengelolaan keuangan. Semakin lama umur pemerintah daerah, maka
tekanan yang diterima organisasi dapat di atasi dengan pengalaman seiring
berjalannya waktu sehingga membentuk karakteristik organisasi sesuai
dengan teori institusional. Spesialisasi pekerjaan dengan proksi pendidikan
kepala daerah berpengaruh pada penyajian laporan keuangan pemerintah
daerah karena kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi
atau akuntansi mempermudah pemerintah daerah untuk menerapkan
standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan. Selain itu, semakin
banyak jumlah penduduk berpengaruh pada semakin besar tuntutan

layanan umum terutama dalam pengungkapan laporan keuangan.
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1.3

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui beberapa

rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1))

2)

3)

4)

5)

Apakah [Intergovernmental Revenue berpengaruh terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

Apakah Temuan Audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

Apakah Umur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

Apakah Spesialisasi Pekerjaan berpengaruh terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

Apakah  Jumlah  Penduduk berpengaruh terhadap  Tingkat

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dari

penelitian ini adalah:

1)

2)

Untuk menguji secara empiris pengaruh Intergovernmental Revenue
terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.
Untuk menguji secara empiris pengaruh Temuan Audit terhadap

Tingkat Pengungkapan LKPD.
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3)

4)

S)

Untuk menguji secara empiris pengaruh Umur Pemerintah Daerah
terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.
Untuk menguji secara empiris pengaruh Spesialisasi Pekerjaan
terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.
Untuk menguji secara empiris pengaruh Jumlah Penduduk terhadap

Tingkat Pengungkapan LKPD.

Manfaat Penelitian

)

2)

3)

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:
Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
wawasan kepada peneliti terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya
sehingga peneliti dapat lebih memahami ilmu yang telah dipelajari.
Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi
mengenai faktor apa saja yang memengaruhi dan tidak memengaruhi
tingkat pengungkapan laporan keuangan dan utamanya untuk
meningkatkan kinerja dalam mengungkapkan laporan keuangan secara
baik dan benar.

Bagi Masyarakat



4)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap
masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah
dalam mengelola dana utamanya untuk kepentingan publik.

Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi, referensi ataupun
tolak ukur untuk penelitian selanjutnya juga sebagai bahan untuk
pengembangan pada variabel-variabel yang lebih luas obyek cakupan

penelitian.
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BABII
KAJIAN PUSTAKA

Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Pengertian pengungkapan secara konsep merupakan bagian yang
masih berkesinambungan dari laporan keuangan. Sedangkan pengertian
teknis dari pengungkapan adalah tahap akhir pada proses akuntansi yang
menyajikan informasi berbentuk seperangkat penuh pernyataan keuangan.
Pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan sarana untuk
menyampaikan informasi pada laporan keuangan sebagai bahan evaluasi
entitas. Menurut Ghozali dan Chariri (2011) dalam Pandansari (2016), kata
pengungkapan itu sendiri atau disclosure artinya tidak menutupi dan tidak
menyembunyikan. Wolk, Tearney, dan Dod (2001) dalam Nainggolan
(2017) menginterpretasi secara luas pengungkapan berkaitan dengan
informasi dalam laporan keuangan dan komunikasi tambahan termasuk
catatan kaki, peristiwa pasca laporan, diskusi manajemen dan analisis
operasi untuk tahun yang akan datang, prakiraan keuangan dan operasi,
dan laporan keuangan tambahan yang mencakup pengungkapan segmental
dan perluasan lebih lanjut mengenai biaya historis.

Pengungkapan dalam laporan keuangan tidak dilaksanakan tanpa
tujuan yang jelas. Tujuan dari pengungkapan sebagai penyedia informasi
penting dan masih terkait pada pemakai laporan keuangan dalam rangka

membantu mendukung pengambilan keputusan dengan kemungkinan yang
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terbaik, dengan syarat bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya

(Hendriksen, 2002).

Ada beberapa tujuan pengungkapan laporan keuangan (Belkaoui,

20006), yaitu:

1) Menguraikan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran
yang relevan bagi item-item tersebut, selain pengukuran yang
digunakan dalam laporan keuangan.

2) Menguraikan item-item yang diakui dan menyediakan pengukuran
yang bermanfaat bagi item-item tersebut.

3) Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan
kreditor menilai risiko dan potensial dari item-item yang diakui dan
tidak diakui.

4) Memberikan informasi penting yang memungkinkan para
pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam
satu tahun dan di antara beberapa tahun.

5) Memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar
di masa depan.

Stakeholder Theory
Istilah stakeholder dapat diartikan sebagai individu ataupun

kelompok yang berasal dari eksternal perusahaan, badan usaha, dan

pemerintah dengan kepentingan tertentu. Tujuan teori stakeholder yang
utama adalah membantu manajemen untuk menaikkan nilai perusahaan

akibat dari aktivitas-aktivitas yang telah lalu dan menurunkan
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kemungkinan kerugian yang dapat muncul bagi stakeholder. Menurut
Rokhlinasari (2016), stakeholder didefinisikan sebagai sekelompok atau
individu yang memiliki pengaruh dan atau dipengaruhi dilandasi oleh
tujuan tertentu yang ingin dicapai. Teori stakeholder adalah teori di mana
perusahaan bukan merupakan sebuah entitas yang hanya beroperasi dan
menjalankan entitas dalam rangka mencapai tujuan tertentu untuk
kepentingan sendiri, namun harus memperhatikan faktor-faktor lain agar
going concern dan memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya
(pemegang saham, investor, karyawan, konsumen, supplier, pemerintah,
masyarakat, dan pihak lain) (Rokhlinasari, 2016). Teori stakeholder
menganggap bahwa keberadaan perusahaan memerlukan dukungan
stakeholder, sehingga pengambilan keputusan perusahaan juga
mengandalkan  persetujuan  stakeholder  tersebut. Dalam upaya
menegakkan akuntabilitas keuangan publik, pemerintah bertanggung
jawab untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang telah
disusun kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Informasi
dari laporan keuangan berkaitan dengan penilaian pengukuran kinerja
keuangan dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Teori stakeholder memiliki beberapa hubungan dengan variabel
penelitian yang digunakan. Tujuan pengungkapan laporan keuangan salah
satunya untuk pengambilan keputusan oleh stakeholder. Selain itu
berkaitan dengan intergovernmental revenue, pemerintah daerah

bertanggung jawab memberikan informasi atas penggunaan dana transfer
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yang didapat dari pemerintah pusat. Hubungan teori stakeholder dengan
temuan audit adalah tanggung jawab dari entitas pemerintah daerah
terhadap aktivitas yang dilakukan agar tidak meningkatkan kerugian yang
kemungkinan muncul bagi stakeholder.

Teori Institusional

Gagasan utama teori institusional adalah akibat dari tekanan
lingkungan yang membentuk organisasi dan menyebabkan terjadinya
institusionalisasi (Roen, 2011 dalam Murti dan Muafigie, 2018). Dalam
teori institusional, tekanan normatif memengaruhi organisasi yang berasal
dari eksternal organisasi maupun internal organisasi (Zucker, 1987).
Menurut Ashworth ef al. (2009) tujuan utama yang mendasari perubahan
organisasi adalah mendapatkan legitimasi. Dari legitimasi tersebut maka
didapatkan pengakuan kewenangan dan kebijakan yang membentuk
karakteristik internal organisasi sehingga sesuai dengan ekspektasi para
pemangku kepentingan.

Proses perubahan organisasi dalam menyesuaikan diri memiliki
tiga tahapan. Menurut identifikasi DiMaggio dan Powell (2000), tiga
proses organisasi dalam menyesuaikan diri yaitu coercive isomorphism,
mimetic isomorphism, dan normative isomorphism. Coercive merupakan
penyesuaian organisasi melalui proses pemaksaan berupa tekanan yang
berasal dari organisasi lain dengan pengaruh yang lebih kuat. Mimetic
yaitu keadaan organisasi dalam meniru organisasi lain yang telah sukses

pada suatu atau beberapa bidang tertentu, alasan peniruan tersebut
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didorong keinginan agar organisasi lebih efisien. Normative atau sering
disebut dengan profesionalisasi, menerima tekanan normatif yang timbul
pada bidang tertentu.

Pada pemerintah daerah, perubahan internal organisasi yang
dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan keinginan
stakeholder. Selain itu, penyampaian informasi secara lengkap mengenai
pertanggungjawaban hasil pengelolaan keuangan pemerintah daerah
penting untuk menjaga kepercayaan utamanya masyarakat yang diberikan
kepada pemerintah daerah.

Inti dari teori institusional adalah tekanan dari lingkungan
organisasi. Berkaitan dengan variabel umur daerah, semakin lama umur
administratif maka pemerintah daerah semakin berpengalaman berkaitan
dengan sistem yang digunakan dalam instansi pemerintah. Pengalaman
yang didapatkan juga akibat dari tekanan normatif baik internal maupun
eksternal. Tekanan normatif didapatkan juga dalam variabel spesialisasi
pekerjaan dengan proksi pendidikan kepala daerah. Latar belakang
pendidikan kepala daerah berpengaruh pada penyajian laporan keuangan
sehingga mempermudah penerapan standar akuntansi pemerintah dalam
laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, variabel jumlah penduduk
menjadi suatu tekanan coercive bagi pemerintah daerah karena adanya
tuntutan layanan umum serta tuntutan dalam pengungkapan laporan
keuangan. Intergovernmental revenue dan temuan audit juga merupakan

tekanan coercive yang sama-sama memiliki tanggung jawab kepada
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stakeholder atas aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan seperti,
penggunaan dana perimbangan oleh pemerintah daerah dan sistem
pengendalian internal pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban
aktivitas agar tidak terjadi tindakan yang memanipulasi.
Intergovernmental Revenue

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah memiliki definisi dan
tempat masing-masing. Otonomi daerah memiliki kecenderungan pada
aspek politik atau kekuasaan, sedangkan desentralisasi lebih cenderung
pada aspek administratif. Namun ada persamaan antara kedua istilah
tersebut jika dilihat dalam konteks sharing of power karena pada
kenyataannya kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan (Yudoyono,

2001 dalam Hilmi dan Martani, 2012).

Intergovernmental Revenue merupakan pendapatan daerah yang
diperoleh dan salah satu pendapatan yang didapat dari transfer pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah sebagai keperluan pembiayaan dan
dukungan dana untuk kegiatan pemerintah daerah (Setyaningrum dan
Syafitri, 2012). Definisi lain terkait intergovernmental revenue adalah
dana transfer dengan nominal tertentu berasal dari pusat yang sengaja
dianggarkan untuk membiayai program-program daerah (Sumarjo, 2010
dalam Simbolon dan Kurniawan, 2018). Kegiatan transfer dana tersebut
lebih dikenal di Indonesia sebagai dana perimbangan (Suhardjanto et al.,

2010). Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun
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2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah terdiri dari:

1)

2)

3)

Dana Bagi Hasil

Dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja
Nasional yang diperuntukkan kepada Daerah berdasarkan porsi
yang telah ditetapkan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasl Umum

Dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja
Nasional yang diperuntukkan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja
Nasional yang diperuntukkan kepada daerah tertentu dengan tujuan
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Temuan Audit

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah entitas yang menilai

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebagai auditor independen.

Temuan audit diklasifikasikan menjadi suatu pelanggaran yang tidak

sesuai dengan ketentuan baik yang tertulis dan tidak tertulis, seperti

pengendalian internal dan peraturan undang-undang yang berlaku. Temuan
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audit berbentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku
mengakibatkan potensi kerugian daerah. Kelemahan pengendalian internal
pemerintah daerah menjadi salah satu temuan audit yang perlu
diungkapkan dari hasil audit yang dilakukan BPK. Perubahan sistem
pemerintahan di Indonesia yang sekarang telah menerapkan desentralisasi
berdasar asas otonom daerah memiliki tantangan tersendiri khususnya
pada luasnya kewenangan yang dimiliki daerah serta semakin besar dana
yang perlu dikelola dapat mengakibatkan risiko terjadinya penyimpangan
dalam penyelenggaraan keuangan sehingga mengisyaratkan tingginya
kelemahan SPI di dalam pemerintah daerah (Masdiantini dan Erawati,
2016).

Menurut ISO 9000, hasil penilaian dari bukti-bukti audit yang telah
dihimpun menjadi satu terhadap kriteria audit disebut temuan audit.
Auditor sebagai pihak yang memeriksa LKPD akan memberikan evaluasi
untuk perbaikan terhadap temuan audit di akhir pemeriksaan. Hasil
evaluasi yang diberikan kemudian dapat dikomunikasikan dengan tujuan
sebagai bahan perbaikan dan koreksi atas temuan audit. Temuan audit
memiliki ragam bentuk dan ukuran yang menggambarkan suatu situasi
tertentu, yaitu:

1) Tidak melaksanakan kewajiban aktivitas, seperti aktivitas
pengiriman yang belum dilakukan penagihan.
2) Penyimpangan aktivitas, seperti mengalihkan sewa dari

perlengkapan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
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3) Aktivitas-aktivitas yang memanipulasi, seperti penggantian tarif
pada pembayaran barang dan perlengkapan.

4) Sistem yang tidak memuaskan, seperti diterimanya tindak lanjut
yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima padahal
klaim tersebut bervariasi dalam jumlah dan signifikansinya.

5) Eksposur-eksposur risiko yang harus dipertimbangkan.

Umur Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah sebagai instansi di daerah terbentuk secara legal

oleh undang-undang. Dari pembentukan tersebut dipastikan pemerintah

daerah memiliki umur administratif. Umur administratif atau umur
pemerintah daerah bermakna seberapa lama pemerintahan tersebut telah

beroperasi sejak tahun dibentuknya (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Umur pemerintah daerah menunjukkan pengalaman yang dialami oleh

pemerintah semakin banyak sehingga akan berpengaruh pada kemampuan

dalam pencatatan dan administrasi serta penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki
umur administratif relatif lebih muda atau baru (Hammami, 2009 dalam

Syafitri, 2013). Dengan kata lain, pengaruh pemerintah daerah dalam

mengungkapkan laporan keuangan semakin tinggi akibat evaluasi dari

hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran sebelumnya.

Spesialisasi Pekerjaan
Pengukuran spesialisasi pekerjaan dapat dinilai dari tingkat

pendidikan formal dengan banyak klasifikasi pekerjaan (Noviawati, 2021).
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Kepada daerah selaku penanggung jawab dari seluruh aktivitas daerah,
dalam hal ini pengelolaan keuangan, harus dapat menyajikan laporan
keuangan dari pemerintah daerah yang telah memenuhi standar dari
akuntansi pemerintahan. Latar belakang pendidikan kepala daerah di
bidang ekonomi atau lebih spesifik di bidang akuntansi akan
mempermudah pemerintah daerah dalam penerapan standar akuntansi
pemerintah pada laporan keuangan pemerintah daerah sehingga para
pengguna laporan keuangan dan stakeholder mendapatkan informasi
tentang laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).
Jumlah Penduduk

Penduduk dalam laman online Badan Pusat Statistik (BPS)
diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis
dalam kurun waktu 6 bulan atau kurang dari 6 bulan namun memiliki
tujuan untuk segera menetap. Fungsi layanan dasar umum pemerintah
daerah memiliki suatu komponen yaitu jumlah penduduk dalam
menentukan kebutuhan pendanaan. Tingkat kebutuhan layanan umum
dapat dilihat melalui pertimbangan dari jumlah penduduk di suatu daerah
(Zaelani dan Martani, 2011). Jumlah penduduk berbanding lurus dengan
pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat. Semakin besar
jumlah penduduk suatu daerah, semakin besar kompleksitas pemerintah
daerah untuk meningkatkan pelayanan umum. Selain itu, faktor lain yang

perlu ditingkatkan adalah tuntutan untuk menjelaskan lebih baik dalam
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pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk abdi pemerintah daerah

kepada masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini mengambil referensi dari beberapa
penelitian sebelumnya dengan variabel-variabel yang berkaitan untuk
kemudian diuji. Variabel-variabel yang akan diuji pada penelitian ini yaitu
variabel Intergovernmental Revenue (X;), Temuan Audit (X,), Umur

Pemerintah Daerah (X;), Spesialisasi Pekerjaan (X,), dan Jumlah

Penduduk (X;) terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah. Beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

No Nama Variabel Penelitian Hasil Penelitian
Peneliti dan
Tahun
1 | Simbolon dan | Variabel Dependen: | Ukuran pemerintah daerah

Kurniawan Tingkat berpengaruh positif

(2018) Pengungkapan terhadap tingkat
Laporan Keuangan pengungkapan. Sedangkan
Variabel variabel independen lain

Independen: Ukuran | tidak memiliki pengaruh
Pemerintah Daerah, positif terhadap tingkat
Ukuran Legislatif, pengungkapan laporan
Kekayaan keuangan.

Pemerintah Daerah,
Intergovernmental
Revenue, Umur
Administratif,
Diferensiasi
Fungsional,
Spesialisasi

Pekerjaan, Rasio
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Kemandirian
Keuangan Daerah
Dermawan Variabel Dependen: | Ukuran legislatif,
(2017) Tingkat diferensiasi fungsional,
Pengungkapan dan spesialisasi pekerjaan
Laporan Keuangan berpengaruh signifikan
Variabel terhadap tingkat
Independen: pengungkapan laporan
Dana Perimbangan, keuangan pemerintah
Ukuran Legislatif, daerah. Sedangkan dana
Diferensiasi perimbangan tidak
Fungsional, berpengaruh signifikan
Spesialisasi terhadap tingkat
Pekerjaan pengungkapan LKPD.
Pandansari Variabel Dependen: | Dana alokasi umum dan
(2016) Tingkat dana bagi hasil
Pengungkapan menunjukkan pengaruh
Laporan Keuangan o .
Pemerintah Daerah positif terhadap tingkat
Variabel pengungkapan laporan
Independen: Tingkat keuangan. Dana alokasi
Ketergantungan khusus dan jumlah
(Dana Alokasi penduduk miskin tidak
Umum, Dana Alokasi | berpengaruh positif
thsus, Dana Bagi terhadap tingkat
Hasil), Kompleksitas
Pemerintah (jumlah pengungkapan.laporan
penduduk miskin) keuangan. Variabel
Variabel Kontrol: | kontrol total aset juga
Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh positif
Daerah (Aset) terhadap tingkat
pengungkapan laporan
keuangan daerah.
Priharjanto Variabel Dependen: | Opini audit dan jumlah
dan Wardani | Tingkat penduduk berpengaruh
(2016) Pengungkapan LKPD | gocara signifikan terhadap
Variabel tingkat pengungkapan
Independen:
Temuan Audit, LKPD. Sedangkan temuan
Tingkat audit, tingkat
Penyimpangan Audit, | penyimpangan audit,
Opini Audit, kekayaan daerah, tingkat
Kekayaan Daerah, ketergantungan, ukuran
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Tingkat daerah, dan jumlah SKPD
Ketergantungan, tidak berpengaruh
Ukuran Daerah, signifikan terhadap tingkat
Jumlah Penduduk, enounckanan LKPD
Jumlah SKPD pengungrap '
Khasanah Variabel Dependen: | Variabel yang memiliki
dan Rahardjo | Tingkat pengaruh signifikan, yaitu
(2014) P engungkapan LKPD | {ota] aset dan jumlah
W riabel SKPD. Variabel kekayaan
Independen: daerah. finok
Kekayaan Daerah, aerah, tingikat
Tingkat ketergantungan, umur
Ketergantungan, pemerintah, ukuran
Total Aset, Umur legislatif, dan temuan
Pemerintah Daerah, | audit tidak menunjukkan
Jumlah SKPD .
0 engaruh yang signifikan.
Ukuran Legislatif, peng gt
Temuan Audit
Setyaningrum | Variabel Dependen: | Ukuran legislatif, umur
dan Syafitri Tingkat | administratif, dan
(2012) Pengungkapan Wajib | yckayaan pemda
LKPD .
. merupakan variabel
Variabel .
Independen: Ukuran dengan peng.aruh positif
Pemerintah Daerah, | terhadap variabel
Ukuran Legislatif, dependen. Variabel
Umur Administratif, | intergovernmental
Kekaygan revenue, ukuran
Peﬁmerlnt'ah.Daerah, pemerintah, diferensiasi
Diferensiasi . D
; fungsional, spesialisasi
Fungsional, ) )
Spesialisasi pekerjaan, rasio
Pekerjaan, Rasio kemandirian pemda tidak
Kemandirian berpengaruh signifikan
Pemerintah Daerah, terhadap variabel
Intergovernmental independen.
Revenue
Hilmi dan Variabel Dependen: | Kekayaan daerah, jumlah
Martani Tingkat penduduk, dan tingkat
(2012) Pengungkapan LKPD | ,envimpangan audit
Variabel "
berpengaruh positif
Independen: hadap tinek
Kekayaan Daerah, terhadap tingkat
Tingkat pengungkapan LKPD.
Ketergantungan Sedangkan tingkat
Pemda, Aset ketergantungan, aset
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Pemerintah, Jumlah
Penduduk, Jumlah
SKPD, Temuan

pemerintah, jumlah
SKPD, temuan audit tidak

= berpengaruh signifikan
Audit, Tingkat .
Penyimpangan Audit terhadap tingkat
yimpang pengungkapan LKPD.
8 | Lesmana Variabel Dependen: | Umur pemda dan rasio
(2010) Tingkat | kemandirian keuangan
Pengungkapan Wajib | gaerah berpengaruh positif
LKPD .
. terhadap tingkat
Variabel ..
pengungkapan wajib

Independen: Ukuran
Pemda, Kewajiban,
Pendapatan Transfer,
Umur Pemda, Jumlah
SKPD, Rasio
Kemandirian
Keuangan Daerah

LKPD. Variabel lain
seperti ukuran pemda,
kewajiban, pendapatan
transfer, dan jumlah
SKPD tidak berpengaruh
secara signifikan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Kerangka Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel-

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yaitu pengaruh

dari intergovernmental revenue (X,), temuan audit (X,), umur pemerintah

daerah (X;), spesialisasi pekerjaan (X,), dan jumlah penduduk (Xs)

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol jumlah anggota DPRD

dan luas wilayah. Penambahan variabel kontrol dilakukan dengan tujuan

untuk menghindari perhitungan bias yang mungkin bisa terjadi akibat

faktor lain. Gambaran mengenai kerangka konsep dan hubungan antar

variabel dari penelitian ini sebagai berikut:
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Variabel Independen Variabel Dependen Variabel Kontrol
Intergovernmental
Revenue () [
+
N Anggota
Tingkat <---- DPRD
Umur Pemerintah g Pengungkapan
Daerah () >
+ Laporan Keuangan
—p Luas
Daerah (Y
. acrah (Y) -] Wilayah
Spesialisasi
+ Pekerjaan () —
Jumlah Penduduk ()
+

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

2.11 Pengembangan Hipotesis
2.11.1 Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Intergovernmental Revenue merupakan dana transfer atau
pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk
membiayai kebutuhan pemerintah daerah (Setyaningrum dan
Syafitri, 2012). Dana transfer yang telah diterima oleh pemerintah

daerah akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk
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transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas dana
transfer yang telah digunakan untuk operasional daerah dengan
tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai
dengan teori stakeholder di mana pemerintah bertanggung jawab
memberikan informasi mengenai laporan keuangan atas pemakaian
dana transfer yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan
menyajikan informasi pengungkapan laporan keuangan kepada
para stakeholder. Kemudian dalam teori institusional sesuai dengan
tekanan coercive yang berhubungan dengan tekanan dari luar
organisasi  atau  stakeholder  agar  pemerintah  daerah
bertanggungjawab terhadap penggunaan dana perimbangan yang
berasal dari pemerintah pusat.

Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan atau
intergovernmental revenue masih sangat tinggi di Indonesia. Dalam
praktik desentralisasi fiskal, pemerintah pusat harus lebih efektif
dalam melakukan pengawasan sehingga tercipta kondisi di mana
pemerintah daerah dapat menyajikan LKPD secara transparan dan
akuntabel. Semakin besar intergovernmental revenue dari
pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan
mendorong  peningkatan pengungkapan LKPD. Penelitian
Suhardjanto et al (2010) menemukan adanya pengaruh positif

intergovernmental revenue terhadap tingkat pengungkapan laporan
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keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap

tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit menurut ISO 9000 adalah hasil dari penilaian
bukti-bukti audit yang telah dihimpun menjadi satu terhadap
kriteria audit. Salah satu bukti audit yang dikumpulkan mengenai
kelemahan dari sistem pengendalian internal. SPI berperan dalam
peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah
daerah berusaha untuk meminimalisir kelemahan dari pengendalian
internal sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan kewenangan
dan kebijakan yang membentuk internal organisasi sehingga sesuai
dengan keinginan stakeholder.

Penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014) menemukan
bahwa temuan audit tidak signifikan terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian
yang dilakukan Martani dan Liestiani (2012) menemukan temuan
audit berhubungan signifikan terhadap pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah. Temuan audit yang telah

dikumpulkan oleh BPK kemudian dikomunikasikan kepada
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pemerintah  daerah agar dilakukan peningkatan kualitas
pengungkapan. Tujuannya untuk transparansi dan akuntabilitas
kepada stakeholder. Semakin sedikit temuan audit maka semakin
baik pengungkapan dari laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis
penelitian sebagai berikut:
H2: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan daerah.
Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lama pemerintah daerah ada atau beroperasi sering
diartikan sebagai umur administratif atau umur pemerintah daerah
(Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Pembentukan pemerintah
daerah secara resmi ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Pemerintah daerah dengan umur daerah yang lebih lama cenderung
memiliki pengalaman pada bidang administratif serta kemampuan
lebih baik dalam penyajian laporan keuangan. Pengalaman yang
diperoleh akibat dari evaluasi atas perbaikan laporan keuangan
yang diperiksa oleh auditor. Auditor yang dimaksud adalah BPK
sehingga penyajian laporan keuangan lebih baik daripada tahun
anggaran sebelumnya.

Berkaitan dengan teori institusional, perubahan internal

organisasi akibat tekanan normatif berpengaruh pada kinerja dari
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sistem yang digunakan dalam instansi pemerintah. Semakin lama
umur pemerintah daerah, tekanan normatif yang dialami
pemerintah  daerah  semakin  banyak  sehingga terjadi
profesionalisasi dalam penyampaian informasi serta laporan
pertanggungjawaban hasil pengelolaan keuangan diharapkan
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Profesionalisasi
mengacu pada peningkatan kemampuan instansi pemerintah daerah
dalam pengungkapan laporan keuangan.

Dari analisis di atas, pemerintah daerah dengan umur yang
lebih lama memiliki potensi lebih besar dalam hal menyajikan
laporan keuangan secara lengkap dan baik dibandingkan
pemerintah daerah dengan umur administratif cenderung lebih
muda. Salah satu variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh
Lesmana (2010) yaitu umur pemerintah daerah menemukan bahwa
umur pemerintah  daerah  berpengaruh  positif terhadap
pengungkapan wajib LKPD. Dengan kata lain, semakin tua umur
pemerintah daerah maka pengaruh terhadap pengungkapan laporan
keuangan semakin tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap
tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.
Pengaruh  Spesialisasi  Pekerjaan  terhadap  Tingkat

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
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Spesialisasi pekerjaan merupakan distribusi pekerjaan pada
unit-unit pekerjaan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu.
Spesialisasi pekerjaan menghasilkan produktivitas pada aktivitas
yang bersifat administratif sehingga pekerjaan menjadi lebih
efisien dalam pelaksanaannya. Pengukuran spesialisasi pekerjaan
dapat dinilai dari tingkat pendidikan formal dengan banyak
klasifikasi pekerjaan (Noviawati, 2021). Pada penelitian ini
spesialisasi pekerjaan terutama dalam hal pengungkapan laporan
keuangan didukung dengan latar belakang pendidikan kepala
daerah di bidang ekonomi atau akuntansi. Kepala daerah dengan
latar belakang pendidikan di bidang ekonomi atau akuntansi
memiliki peluang lebih besar pada penerapan standar akuntansi
pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan daerah tersebut.
Akibatnya para pengguna laporan keuangan dan stakeholder
mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan yang sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah (Setyaningrum dan Syafitri,
2012).

Kaitan variabel spesialisasi pekerjaan pada latar belakang
pendidikan kepala daerah dengan teori institusional adalah tekanan
normatif karena berhubungan dengan pendidikan dari kepala
daerah. Pendidikan di bidang akuntansi berhubungan dengan
pemahaman dan penerapan standar akuntansi pada laporan

keuangan daerah agar dapat menyajikan informasi yang diperlukan
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oleh stakeholder dan para pengguna laporan keuangan.
Kemampuan dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi
pemerintah pada laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh
pada profesionalisasi dalam menyajikan informasi laporan
keuangan agar terjadi peningkatan kualifikasi serta kemampuan
pengungkapan dalam laporan keuangan sehingga kepatuhan dalam
mengungkapkan laporan keuangan turut meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dermawan (2017)
menyatakan  bahwa  spesialisasi  pekerjaan ~ menunjukkan
signifikansi positif yang artinya berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan. Kepala daerah dengan latar
belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi berpengaruh pada
pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam
penyajian laporan keuangan. Dengan latar belakang pendidikan
tersebut, kepala daerah diharapkan mampu menghasilkan
pengungkapan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah sehingga tingkat pengungkapan
laporan keuangan pemerintah daerah lebih baik dan terjadi
profesionalisasi dalam penyampaian informasi serta laporan
pertanggungjawaban hasil dari pengungkapan laporan keuangan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis

sebagai berikut:
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H4: Spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap
tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.
Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, jumlah
penduduk menjadi salah satu komponen awal untuk menentukan
kebutuhan pendanaan sebagai pelaksanaan fungsi layanan dasar
umum. Jumlah penduduk merupakan faktor yang menggambarkan
kebutuhan dalam penyediaan layanan publik. Semakin besar
jumlah penduduk berdampak pada kompleksitas pemerintah dalam
meningkatkan pelayanan umum. Martini dan Zaelani (2011) juga
menyampaikan hal serupa pada penelitiannya bahwa jumlah
penduduk menjadi faktor untuk mempertimbangkan tingkat
kebutuhan layanan umum.

Variabel jumlah penduduk memiliki kaitan dengan teori
institusional akibat dari tekanan coercive yang timbul dari
organisasi lain. Organisasi lain atau dalam hal ini masyarakat,
memberikan tekanan dalam bentuk tuntutan kepada pemerintah
daerah dalam melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Wujud
dari layanan umum salah satunya pengungkapan pada laporan
keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Hilmi dan Martani (2012)

menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap
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tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Priharjanto dan Wardani (2016) dalam hasil penelitiannya juga
menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah provinsi. Banyaknya jumlah penduduk
berdampak pada dorongan pemerintah untuk lebih baik dalam
pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka
dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HS: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan daerah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

3.1.1

3.1.2

Populasi

Populasi diartikan sebagai generalisasi dari kelompok atau
sekumpulan subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik
yang mempunyai kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). Pada
penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah se Pulau Jawa. Alasan pengambilan populasi
Pemerintah Daerah se Pulau Jawa karena penelitian sebelumnya
mengambil populasi seluruh Provinsi di Indonesia dengan metode
purposive sampling atau pengambilan sampel dengan beberapa
syarat sehingga penelitian ini mengambil populasi Pemerintah
Daerah se Pulau Jawa dengan metode random sampling agar lebih
sederhana dan fokus pada cakupan penelitian.
Sampel

Menurut Hermawan dan Amirullah (2016), sampel
merupakan elemen yang diambil dari populasi dan dipilih untuk
digunakan dalam penelitian. Sampel tersebut dipelajari sehingga
mampu menarik kesimpulan. Teknik pengambilan sampel pada
penelitian ini menggunakan random sampling. Random sampling

merupakan teknik mengambil sampel dari suatu populasi tanpa ada
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kriteria khusus dan setiap bagian dari populasi memiliki
kemungkinan untuk menjadi sampel. Sampel dari penelitian ini
adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se Pulau Jawa tahun
anggaran 2018. Pada laman onl/ine Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (bpk.go.id), laporan keuangan periode tahun
2018 telah dipublikasikan secara lengkap dan telah diaudit. Latar
belakang pengambilan sampel laporan keuangan periode tahun
2018 se Pulau Jawa adalah pada penelitian lain dengan tahun
anggaran sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan dan pada
penelitian ini berusaha menguji kembali apakah tingkat
pengungkapan laporan keuangan terjadi peningkatan dari tahun ke
tahun.
Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder menggunakan data yang telah disediakan di instansi atau
lembaga-lembaga milik pemerintah atau swasta (Martono, 2010). Data
sekunder yang digunakan merupakan laporan keuangan pemerintah daerah
yang diperoleh dari laman online Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (bpk.go.id), Badan Pusat Statistik (bps.go.id) dan data non
keuangan dari masing-masing laman online Pemerintah Daerah. Data yang
diambil pada penelitian ini adalah data dari Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah se Pulau Jawa tahun 2018.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
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3.3.1 Variabel Dependen
Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Definisi dari
tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah
perbandingan antara pengungkapan yang telah diungkapkan pada
LKPD terhadap pengungkapan yang seharusnya disajikan untuk
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah. Pengukuran tingkat pengungkapan
pada penelitian ini menggunakan sistem scoring. Mekanisme dari
sistem scoring dengan memberikan skor pada daftar checklist
pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintah. Pemberian skor pengungkapan dilakukan jika dalam
pelaporan mengungkapkan butir yang terdapat pada daftar maka
diberi nilai satu dan jika tidak mengungkapkan maka diberi nilai
nol. Butir-butir yang perlu diungkapkan tertuang dalam PSAP no.
05 sampai dengan PSAP no. 09.

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Intergovernmental Revenue

Intergovernmental Revenue merupakan pendapatan daerah

yang diperoleh dan salah satu pendapatan yang didapat dari
transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai
keperluan pembiayaan dan dukungan dana untuk kegiatan

pemerintah daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Kegiatan
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transfer dana tersebut lebih dikenal di Indonesia sebagai dana
perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Dana perimbangan dibagi
menjadi Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penghitungan
intergovernmental revenue dengan membagi total dana
perimbangan yang diberikan dari pemerintah pusat dengan total
pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah.
3.3.2.2 Temuan Audit

Temuan audit diklasifikasikan menjadi suatu pelanggaran
yang tidak sesuai dengan ketentuan baik yang tertulis dan tidak
tertulis, seperti pengendalian internal dan peraturan undang-undang
yang berlaku. Temuan audit berbentuk ketidakpatuhan terhadap
peraturan yang berlaku mengakibatkan potensi kerugian daerah.
Kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah menjadi salah
satu temuan audit yang perlu diungkapkan dari hasil audit yang
dilakukan BPK. Temuan audit dihitung berdasarkan jumlah temuan
yang telah diperiksa BPK.

3.3.2.3 Umur Pemerintah Daerah

Umur administratif atau umur pemerintah daerah bermakna
seberapa lama pemerintah tersebut telah beroperasi sejak tahun
dibentuknya (Mandasari, 2009). Umur pemerintah daerah
menunjukkan pengalaman yang dialami oleh pemerintah semakin

banyak sehingga akan berpengaruh pada kemampuan dalam
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pencatatan dan administrasi serta penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah yang
memiliki umur administratif relative lebih muda atau baru.
Pengukuran yang dilakukan untuk menghitung umur pemerintah
daerah dengan menghitung dari tahun lahir dari daerah tersebut.
3.3.2.4 Spesialisasi Pekerjaan

Spesialisasi pekerjaan dalam penelitian ini menggunakan
proksi pendidikan kepala daerah. Pengukuran spesialisasi
pekerjaan dapat dinilai dari tingkat pendidikan formal dengan
banyak klasifikasi pekerjaan (Noviawati, 2021). Kepala daerah
dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi atau
akuntansi memiliki peluang lebih besar pada penerapan standar
akuntansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan daerah
sehingga para pengguna laporan keuangan dan stakeholder
mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan yang sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah (Setyaningrum dan Syafitri,
2012). Pengukuran variabel spesialisasi pekerjaan dihitung jika
kepala daerah atau wakilnya memiliki latar belakang pendidikan
ekonomi atau akuntansi maka bernilai 1. Apabila tidak memiliki
latar belakang ekonomi atau akuntansi maka bernilai 0.

3.3.2.5 Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk merupakan faktor yang menggambarkan

kebutuhan dalam penyediaan layanan publik. Fungsi layanan dasar
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umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan satu
komponen penting yaitu jumlah penduduk juga menentukan
kebutuhan pendanaan suatu daerah yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004. Jumlah penduduk yang semakin
banyak akan berpengaruh pada kompleksitas pemerintah dalam
memberikan pelayanan terutama pelayanan pelaporan keuangan
yang perlu diungkapkan kepada masyarakat schingga
pengungkapan laporan keuangan harus senantiasa ditingkatkan.
Pengukuran jumlah penduduk dilakukan dengan mengambil data
pada Badan Pusat Statistik.
3.3.3 Variabel Kontrol
3.3.3.1 Luas Wilayah

Wilayah merupakan kawasan dengan berbagai unsur yang
terikat di dalamnya termasuk batas dan memiliki sistem yang
ditentukan oleh aspek administratif dan aspek fungsional (Ardhini,
2011 dalam Widanti, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 luas wilayah didefinisikan sebagai sebuah variabel
yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan
prasarana per satuan wilayah. Pemerintah daerah dengan luas
wilayah yang semakin besar memiliki tanggung jawab dalam
menyediakan sarana prasarana yang lebih baik demi terciptanya
pelayanan publik yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan oleh

pemerintah daerah berkaitan dengan luas wilayah adalah adanya
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komunikasi dan koordinasi. Berkaitan dengan hal tersebut,
pemerintah dengan wilayah lebih luas akan menghadapi
komunikasi dan koordinasi yang lebih kompleks dibanding
pemerintah daerah dengan wilayah yang lebih sempit sehingga
berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan.
Pengukuran luas wilayah pemerintah daerah berdasarkan data yang
telah ada pada laman online pemerintah daerah.
3.3.3.2 Jumlah Anggota DPRD

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah terkait
pengawasan keuangan daerah (Yulianingtyas, 2010). Pengawasan
dari DPRD dilakukan demi menjamin keselarasan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dengan pemerintah
pusat. Selain itu, DPRD mengawasi aktivitas dari pemerintah
daerah dalam hal pengelolaan anggaran agar dipergunakan dengan
baik. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD mengontrol
jalannya pemerintahan, pengawasan serta laporan informasi
mengenai keuangan pemerintah daerah sehingga tercipta
lingkungan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel
(Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut, jumlah anggota DPRD
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Semakin

besar jumlah anggota DPRD diharapkan berpengaruh pada kinerja



3.4

39

pemerintah daerah agar lebih bertanggung jawab dalam
pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah. Pengukuran jumlah anggota DPRD berdasarkan data
pada laman online pemerintah daerah.
Model dan Alat Analisis Penelitian
Model yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian
menggunakan model persamaan regresi berganda dan uji t dengan

penggunaan alat bantu statistik SPSS. Model penelitian sebagai berikut:

Y = a+f, X +B, X, + B, Xs+B, X P X AP X+[, X, +e
Keterangan:

Y = Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,

l0¢ = Konstanta,

B,— B, = Koefisien regresi variabel dependen,

X, = Intergovernmental Revenue,
X, = Temuan Audit,

X, = Umur Pemerintah Daerah,
X, = Spesialisasi Pekerjaan,

X = Jumlah Penduduk,

X = Jumlah Anggota DPRD,

X, = Luas Wilayah,
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e = Koefisien error.
Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yang dilihat dari nilai minimum, maksimum,
rata-rata, dan standar deviasi memberikan gambaran data yang digunakan
pada penelitian (Majid dan Ghozali, 2015). Pada penelitian ini, statistik
deskriptif ~ digunakan  untuk  mengetahui  gambaran  mengenai
intergovernmental revenue, temuan audit, umur pemerintah daerah,
spesialisasi pekerjaan, dan jumlah penduduk terhadap pengungkapan
laporan keuangan pemerintah daerah.
Analisis Regresi Berganda

Pemilihan model regresi berganda digunakan karena pada
penelitian ini terdiri dari variabel dependen berjumlah satu dan beberapa
variabel independen (Sekaran, 2016). Pengujian menggunakan uji asumsi
klasik perlu dilakukan sebelum melanjutkan analisis regresi berganda
untuk memastikan data yang digunakan dalam penelitian valid, tidak bias,
konsisten, dan penafsiran koefisien regresinya efisien (Yulianingtyas,
2010). Beberapa pengujian pada uji asumsi klasik sebagai berikut:
3.6.1 Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang

dimiliki terdistribusi dengan normal sehingga dapat dipakai dalam

statistik parametrik (Widhiarso, 2017). Alat uji pada uji normalitas

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Penelitian ini menggunakan

tingkat signifikansi sebesar 5% dengan parameter apabila nilai
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signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi normal, sedangkan
apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak terdistribusi
normal.
Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan mengetahui apakah model
regresi yang ditemukan ada korelasi antar variabel independen
(Ghozali, 2016). Cara mendeteksi ada atau tidaknya
multikolinearitas melalui nilai toleransi dan nilai variance inflation
factor (VIF). Nilai folerance yang dipakai sebesar 0,10 atau sama
dengan nilai VIF di atas 10. Apabila nilai dari VIF kurang atau di
bawah 10 artinya di antara variabel bebas tidak ada indikasi terjadi
multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas

Tujuan Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji pada
sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain. Varian yang berbeda itu
disebut heteroskedastisitas. Metode Glejser digunakan dalam
penelitian ini untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas atau
tidak dengan melihat apakah nilai signifikansi > 0,05. Jika nilai

signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

3.71

Uji Nilai t



42

Siregar (2014) memaparkan bahwa T-fest digunakan dalam
penelitian untuk mengetahui dugaan atas hipotesis yang
dirumuskan yaitu pengaruh variabel independen secara individual
dalam menerangkan variabel dependen. Cara pengujian dari uji t ini
dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Pada penelitian
ini, t-fest digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
dari  variabel independen dalam  menerangkan variabel

pengungkapan laporan keuangan daerah.
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh
intergovernmental revenue terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah
daerah, pengaruh temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah, pengaruh umur pemerintah daerah terhadap pengungkapan
laporan keuangan pemerintah daerah, pengaruh spesialisasi pekerjaan terhadap
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengaruh jumlah
penduduk terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah se Pulau
Jawa. Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi sehingga
mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang telah disampaikan
pada bab sebelumnya. Data yang disajikan merupakan data yang berasal dari
laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Pulau Jawa. Tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah akan dihitung berdasarkan
jumlah pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah sesuai

dengan poin-poin pengungkapan pada PSAP nomor 5 sampai PSAP nomor 9.

4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dengan sampel laporan keuangan pemerintah daerah se Pulau Jawa tahun
2018 sebanyak 90 laporan keuangan. Total laporan keuangan pemerintah
daerah se Pulau jawa berjumlah 114 laporan keuangan. Rumus yang
digunakan untuk menghitung jumlah minimal sampel pada penelitian ini

menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:
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N
n= >
1+ Ne

114
n=————
1+114(0,1)

n= 53,27 = 53 sampel

Keterangan:

n = Jumlah minimal sampel yang dibutuhkan

N = Jumlah seluruh populasi

e = Error bound yang ditoleransi/persentase kesalahan yang

ditoleransi (10%)

Analisis Deskriptif

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
intergovernmental revenue, temuan audit, umur pemerintah daerah,
spesialisasi pekerjaan, dan jumlah penduduk dengan jumlah anggota
DPRD dan luas wilayah sebagai variabel kontrol serta variabel dependen
tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil statistik

deskriptif dari variabel penelitian ini disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif
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Variabel Penelitian n Mini | Maxi Mean S,td' .
mum | mum Deviation

[ntergovernmental 90 | 10.82 | 13.25 | 12.1560 | 23965
Revenue
Teabubd Audisil olah data 9PSS, 2482 | 1.20 7785 .15992
Unur Pergcpntal 90 | 1.00 | 1.86 | 1.7730 | .16757
Daerah
Spesialisasi Pekerjaan 90 0 1 .36 481
Jumlah Penduduk 90 5.11 7.02 6.0454 .30991
Jumlah Anggota
DPRD 90 1.40 2.03 1.6632 .08270
Luas Wilayah 90 1.22 3.76 2.9043 .50982
Tingkat Pengungkapan
LKPD 90 1.08 1.40 1.2778 .05683

Tabel 4.1 memaparkan hasil analisis statistik deskriptif dengan

informasi sebagai berikut:

a. Intergovernmental Revenue

Dalam wuji ini, intergovernmental revenue diubah menjadi bentuk

logaritma. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel

intergovernmental revenue memiliki nilai minimum 10,82 dan nilai

maksimum 13,25 serta nilai rata-rata sebesar 12,1560 dan standar

deviasi sebesar 0,239

b. Temuan Audit

65.

Dalam wuji ini, temuan audit diubah menjadi bentuk logaritma.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel temuan audit

memiliki nilai minimum 0,48 dan nilai maksimum 1,20 serta nilai rata-

rata sebesar 0,7785 dan standar deviasi sebesar 0,15992.
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Umur Pemerintah Daerah

Dalam wuji ini, umur pemerintah daerah diubah menjadi bentuk
logaritma. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel
umur pemerintah daerah memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai
maksimum 1,86 serta nilai rata-rata sebesar 1,7730 dan standar deviasi
sebesar 0,16757.

Spesialisasi Pekerjaan

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel spesialisasi
pekerjaan memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1 serta nilai
rata-rata sebesar 0,36 dan standar deviasi sebesar 0,481.

Jumlah Penduduk

Dalam wuji ini, jumlah penduduk diubah menjadi bentuk logaritma.
Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel jumlah
penduduk memiliki nilai minimum 5,11 dan nilai maksimum 7,02 serta
nilai rata-rata sebesar 6,0454 dan standar deviasi sebesar 0,30991.
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam uji ini, tingkat pengungkapan LKPD diubah menjadi bentuk
logaritma. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel
tingkat pengungkapan LKPD memiliki nilai minimum 1,08 dan nilai
maksimum 1,40 serta nilai rata-rata sebesar 1,2778 dan standar deviasi

sebesar 0,05683.

Analisis Uji Asumsi Klasik
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Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan data yang
digunakan dalam penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penafsiran
koefisien regresinya efisien sehingga diperoleh data yang terdistribusi
normal dan tidak terjadi multikolinearitas maupun heteroskedastisitas pada
data penelitian.

4.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang
dianalisis terdistribusi normal atau tidak. Metode dalam uji
normalitas menggunakan uji Kolmogorov-smirnov. Penelitian ini
menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan parameter apabila
nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data telah
terdistribusi dengan normal. Hasil dari uji normalitas pada

penelitian ini disajikan pada tabel Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
Unstandardized
Residual
n 90
Normal Parameters™® Mean .0000000
Std. Deviation 2.32179003
Most Extreme Absolute .069
Differences Positive .069
Negative -.066
Test Statistik .069
Asymp. Sig. (2-tailed) .200°4

Tabel 4. 2 Hasil olah data SPSS, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa Asymp. Sig. (2-tailed)

sebesar 0,200 atau nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai yang
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dihasilkan dari uji normalitas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa data yang diolah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui dalam
model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak.
Pengujian pada uji multikolinearitas memperhatikan pada besarnya
nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Syarat tidak
terjadinya multikolinearitas jika tolerance value > 0,10 dan nilai
dari VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas pada penelitian

ini disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity
Variabel Statistic Kesimpulan
Tolerance VIF
Intergovernmental Tidak terjadi
Revenue 329 3 03 6 MultikOIinearitaS
Tidak teriadi
Temuan Audit 701 147 | Ddak terjadi

Multikolinearitas

Umur Pemerintah Tidak terjadi
Daerah s i L7 Multikolinearitas

Spesialisasi Tidak terjadi

948 1.055
Pekerjaan Multikolinearitas
Jumlah Penduduk 227 4405 | Didak terjadi

Multikolinearitas

Jumlah Anggota Tidak terjadi

2 4

DPRD 89 3456 Multikolinearitas

. Tidak terjadi
Luas Wilayah 487 2.055 Multikolinearitas

Tabel 4.3 Hasil olah data SPSS, 2021
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Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai tolerance
menunjukkan nilai > 0,1 dengan hasil nilai Tolerance dari
Intergovernmental Revenue sebesar 0,329; nilai Tolerance dari
Temuan Audit sebesar 0,701; nilai Tolerance dari Umur
Pemerintah Daerah sebesar 0,659; nilai Tolerance dari Spesialisasi
Pekerjaan sebesar 0,948; nilai Tolerance dari Jumlah Penduduk
sebesar 0,227; nilai Tolerance dari Jumlah Anggota DPRD sebesar
0,289; nilai Tolerance dari Luas Wilayah sebesar 0,487. Nilai VIF
pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari VIF < 10 dengan
nilai VIF dari Intergovernmental Revenue sebesar 3,036; nilai VIF
dari Temuan Audit sebesar 1,427; nilai VIF dari Umur Pemerintah
Daerah sebesar 1,517; nilai VIF dari Spesialisasi Pekerjaan sebesar
1,055; nilai VIF dari Jumlah Penduduk sebesar 4,405; nilai VIF
dari Jumlah Anggota DPRD sebesar 3,456; nilai VIF dari Luas
Wilayah sebesar 2,055. Dari penjelasan nilai Tolerance dan nilai
VIF tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

multikolinearitas karena nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji pada
sebuah model regresi apakah terjadi ketidaknyamanan varian dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila metode
glejser pada uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi

> 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala
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heteroskedastisitas. ~ Sebaliknya, apabila nilai signifikansi
menunjukkan < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil
dari uji heteroskedastisitas dengan metode glejser pada penelitian

ini disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Penelitian Sig.
Intergovernmental Revenue (X1) 0.465
Temuan Audit (X2) 0.144
Umur Pemerintah Daerah (X3) 0.271
Spesialisasi Pekerjaan (X4) 0.123
Jumlah Penduduk (X5) 0.417
Jumlah Anggota DPRD (X6) 0.090
Luas Wilayah (X7) 0.981

Tabel 4. 4 Hasil data SPSS, 2022

Syarat tidak terjadi heteroskedastisitas pada metode glejser
adalah tingkat signifikansi > 0,05. Dari tabel di atas menunjukkan
bahwa nilai signifikansi dari Intergovernmental Revenue sebesar
0,465; nilai signifikansi dari Temuan Audit sebesar 0,144; nilai
signifikansi dari Umur Pemerintah Daerah sebesar 0,271; nilai
signifikansi dari Spesialisasi Pekerjaan sebesar 0,123; nilai
signifikansi dari Jumlah Penduduk sebesar 0,417; nilai signifikansi
dari Jumlah Anggota DPRD sebesar 0,090; nilai signifikansi dari
Luas Wilayah sebesar 0,981. Berdasarkan hasil dari uji

heteroskedastisitas dengan metode glejser menunjukkan bahwa
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nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi

gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui

pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel

dependen. Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan

untuk mengetahui pengaruh intergovernmental revenue, temuan audit,

umur pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, jumlah penduduk, serta

variabel kontrol jumlah anggota DPRD dan luas wilayah terhadap

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari analisis

regresi linier berganda pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Unstandardized
Model Coefficients T Sig.
B Std. Error
(Constant) -.032 255 -.124 901
Intergovernmental
Revenue (X1) -.010 .028 -.349 728
Temuan Audit (X2) .033 .028 1.182 .240
Umur Pemerintah
Daerah (X3) 027 .029 953 343
Spesialisasi Pekerjaan oo
(X4) 015 .008 1.812 074
Jumlah Penduduk (X5) .062 .026 2.356 .021*
Jumlah Anggota DPRD -.162 .087 -1.869 065%*
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(X6)

Luas Wilayah (X7) .002 011 178 .859

*signifikan pada 0,05; ** signifikan pada 0,10

Tabel 4. 5 Hasil data SPSS, 2022

Model persamaan berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda

pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Y =-0,032 - 0,010X1 + 0,033X2 + 0,027X3 + 0,015X4 + 0,062XS5 —

4.4.1

0,162X6 + 0,002X7 + e

Uji T

Perhitungan uji t digunakan untuk mengetahui seberapa
jauh pengaruh sebuah variabel independen secara individual dalam
menerangkan variabel dependen. Hasil dari uji t dilihat dari nilai
signifikansi dan nilai t hitung yang akan dibandingkan dengan nilai
t tabel. Jika nilai signifikansi dari variabel independen < 0,05 atau
< 0,1 dan t hitung > t tabel maka hipotesis penelitian menunjukkan
pengaruh signifikan yang berarti bahwa variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika terjadi keadaan
sebaliknya yaitu nilai signifikansi > 0,05 atau > 0,1 dan t hitung <
t tabel maka hipotesis penelitian menunjukkan tidak adanya
pengaruh yang signifikan yang berarti variabel independen tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai t tabel berdasarkan
jumlah data penelitian adalah 1,989 atau (-1,989). Hasil dari uji t

pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.6.
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Tabel 4.6
Hasil Uji T

Variabel Koefisien T Sig.
(Constant) -.032 -.124 901
Intergovernmental Revenue (X1) -.010 -.349 728
Temuan Audit (X2) .033 1.182 240
Umur Pemerintah Daerah (X3) 027 953 343
Spesialisasi Pekerjaan (X4) 015 1.812 | .074**
Jumlah Penduduk (X5) .062 2.356 | .021%*
Jumlah Anggota DPRD (X6) -.162 -1.869 | .065%*
Luas Wilayah (X7) .002 178 .859

*signifikan pada 0,05; **signifikan pada 0,10

Tabel 4. 6 Hasil data SPSS, 2022

Tabel 4.6 menunjukkan hasil dari uji t sehingga dapat

ditarik kesimpulan dari hipotesis-hipotesis penelitian.

a. Intergovernmental Revenue

Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien -

0,010, nilai t hitung -0,349, dan nilai signifikansi 0,728.

Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi

< 0,05 atau < 0,1. Koefisien regresi sebesar -0,010 memiliki

arti apabila intergovernmental revenue meningkat satu satuan

dengan asumsi variabel lain bernilai konstan maka tingkat

pengungkapan laporan keuangan akan menurun sebesar 0,010.

Hasil dari tabel di atas menunjukkan t hitung (-0,349) <t tabel
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(-1,989) dan nilai signifikansi sebesar 0,728 sehingga dapat
disimpulkan bahwa Intergovernmental Revenue (X1) tidak
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

. Temuan Audit

Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien
0,033, nilai t hitung 1,182, dan nilai signifikansi 0,240.
Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi
< 0,05 atau < 0,1. Koefisien regresi sebesar 0,033 memiliki
arti apabila temuan audit meningkat sebesar satu satuan
dengan asumsi variabel lain bernilai konstan maka tingkat
pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar
0,033. Hasil dari tabel di atas menunjukkan t hitung (1,182) <
t tabel (1,989) dan nilai signifikansi sebesar 0,240 sehingga
dapat disimpulkan bahwa Temuan Audit (X2) tidak
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
Umur Pemerintah Daerah

Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien
0,027, nilai t hitung 0,953, dan nilai signifikansi 0,343.
Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi
< 0,05 atau < 0,1. Koefisien regresi sebesar 0,027 memiliki

arti apabila umur pemerintah daerah meningkat sebesar satu
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satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan maka
tingkat pengungkapan laporan keuangan akan meningkat
sebesar 0,027. Hasil dari tabel di atas menunjukkan t hitung
(0,953) <t tabel (1,989) dan nilai signifikansi sebesar 0,343
sehingga dapat disimpulkan bahwa Umur Pemerintah Daerah
(X3) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (Y).
Spesialisasi Pekerjaan

Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien
0,015, nilai t hitung 1,812, dan nilai signifikansi 0,074.
Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi
< 0,05 atau < 0,1. Koefisien regresi sebesar 0,015 memiliki
arti apabila spesialisasi pekerjaan meningkat sebesar satu
satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan maka
tingkat pengungkapan laporan keuangan akan meningkat
sebesar 0,015. Hasil dari tabel di atas menunjukkan t hitung
(1,812) >t tabel (1,663) dan nilai signifikansi sebesar 0,074
sehingga dapat disimpulkan bahwa Spesialisasi Pekerjaan
(X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Jumlah Penduduk
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Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien
0,062, nilai t hitung 2,356, dan nilai signifikansi 0,021.
Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi
< 0,05 atau < 0,1. Koefisien regresi sebesar 0,062 memiliki
arti apabila jumlah penduduk meningkat sebesar satu satuan
dengan asumsi variabel lain bernilai konstan maka tingkat
pengungkapan laporan keuangan meningkat sebesar 0,062.
Hasil dari tabel di atas menunjukkan t hitung (2,356) > t tabel
(1,989) dan nilai signifikansi sebesar 0,021 sehingga dapat
disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk (X5) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Hasil dari uji regresi mengenai tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh beberapa variabel
independen, yaitu : Intergovernmental Revenue (H1), Temuan Audit (H2),
Umur Pemerintah Daerah (H3), Spesialisasi Pekerjaan (H4), Jumlah
Penduduk (HS5) menunjukkan bahwa hipotesis yang diterima adalah
Spesialisasi Pekerjaan (H4) dan Jumlah Penduduk (HS5) sehingga
Spesialisasi Pekerjaan dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan dari hipotesis penelitian ini sebagai berikut:
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4.5.1 Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan  hasil uji  hipotesis pada  variabel
Intergovernmental Revenue menunjukkan nilai koefisien regresi
sebesar -0,10 dan nilai signifikansi sebesar 0,728 sehingga dapat
disimpulkan bahwa Intergovernmental Revenue tidak berpengaruh
terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

Intergovernmental Revenue merupakan dana transfer dari
pemerintah pusat untuk membiayai aktivitas dan kebutuhan
pemerintah daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Hasil uji
hipotesis menunjukkan bahwa intergovernmental revenue tidak
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah  daerah. [Intergovernmental revenue atau dana
perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
sehingga penyebab intergovernmental revenue tidak berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah
daerah kemungkinan dapat disebabkan masih ada sumber
pendapatan daerah lain yang lebih dominan memengaruhi tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah seperti pajak
daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang dapat
mendukung kebutuhan dan aktivitas pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah seperti
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yang disebutkan sebelumnya berupa pajak daerah, dana retribusi
daerah, dan pendapatan daerah lainnya masih dapat memenuhi
keperluan program atau kegiatan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan teori institusional pada proses coercive di
mana organisasi dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah
daerah mendapatkan tekanan dari pihak eksternal atau pemerintah
pusat untuk diminta pertanggungjawaban dalam bentuk
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas dana
transfer yang diterima oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan
hal tersebut, pada laporan keuangan pemerintah daerah telah
mencantumkan jumlah pengeluaran atas realisasi dana transfer
namun dari hasil uji hipotesis tetap menunjukkan bahwa tidak
adanya pengaruh intergovernmental revenue terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang
dilakukan oleh Simbolon dan Kurniawan (2018) yang menyatakan
bahwa intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dermawan (2017) juga
menyatakan pada hasil penelitiannya bahwa dana perimbangan
tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
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Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel Temuan Audit
menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,033 dan nilai
signifikansi sebesar 0,240 sehingga dapat disimpulkan bahwa
Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Temuan audit berbentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan
yang berlaku dan dapat mengakibatkan potensi kerugian daerah
seperti kelemahan pada pengendalian internal dan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan
audit dalam laporan keuangan daerah yang tidak berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah
daerah kemungkinan karena kurangnya pengendalian internal dari
pemerintah daerah dan kepatuhan perangkat daerah di dalam
organisasi daerah itu sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh
kurang optimalnya fungsi manajemen pemerintah daerah dalam
menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan aktivitas
pemerintahan  berkaitan = dengan  pengendalian  internal.
Kesalahpahaman dalam berkomunikasi menjadi alasan lain temuan
audit pada laporan keuangan semakin banyak berkaitan dengan

peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan teori stakeholder, pemerintah daerah
harus memberikan manfaat kepada para stakeholder salah satunya

masyarakat dengan tanggung jawab terhadap  aktivitas
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pemerintahan.  Tanggung jawab yang dimaksud adalah
menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya
pemerintahan dengan pengendalian internal yang baik sehingga
aktivitas di dalam entitas pemerintah daerah dapat berjalan optimal.
Selain itu dengan meningkatkan komunikasi agar tidak terjadi
kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan

kerugian pada pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini masih sejalan dengan penelitian
Priharjanto dan Wardani (2016) yang menyatakan bahwa temuan
audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan
laporan keuangan pemerintah daerah karena kurangnya upaya
pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi yang
diberikan oleh BPK. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan
Rahardjo (2014) juga menyatakan bahwa temuan audit tidak
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah akibat revisi yang diberikan oleh BPK
hanya sebatas pemenuhan kewajiban yang dicantumkan pada

laporan keuangan.

Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil wuji hipotesis pada variabel Umur

Pemerintah Daerah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar

0,027 dan nilai signifikansi sebesar 0,343 sehingga dapat
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disimpulkan bahwa Umur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh
terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

Umur pemerintah daerah adalah seberapa lama pemerintah
daerah tersebut beroperasi sejak terbentuk secara legal oleh
undang-undang. Umur yang identik dengan sebuah pengalaman
dapat menggambarkan bahwa semakin lama umur pemerintah
daerah maka pengalaman dalam mengelola utamanya administrasi
serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik.
Namun hasil pada penelitian ini menunjukkan umur pemerintah
daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah. Umur pemerintah daerah tidak
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah dapat disebabkan para pegawai yang bekerja
dalam entitas pemerintah daerah hanya melakukan pekerjaan
administratif secara berulang (repetitif) dan kurang meningkatkan
kualitas dalam penyajian laporan keuangan, khususnya dalam hal
pengungkapan pada laporan keuangan.

Berkaitan dengan teori institusional pada proses normatif
bahwa semakin lama umur pemerintah daerah maka tekanan
normatif yang dialami pemerintah daerah semakin banyak
sehingga terjadi profesionalisasi dalam penyampaian informasi

utamanya hasil laporan keuangan. Profesionalisasi yang merujuk
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pada proses peningkatan kemampuan dalam pengungkapan laporan
keuangan tidak menghasilkan hubungan yang signifikan sehingga
umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil serupa disajikan pada penelitian Khasanah dan
Rahardjo (2014) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah
tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah. Hasil yang berbeda disajikan dalam
penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menyimpulkan
bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh  Spesialisasi  Pekerjaan  terhadap  Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel Spesialisasi
Pekerjaan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,015 dan nilai
signifikansi sebesar 0,074 sehingga dapat disimpulkan bahwa
Spesialisasi ~ Pekerjaan ~ berpengaruh  terhadap  Tingkat

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 4.7
Spesialisasi Pekerjaan
Latar Belakang Tahun 2018
Pendidikan n %
Ekonomi 32 36%
Bukan Ekonomi 58 64%

Tabel 4. 7 Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah
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Pengukuran spesialisasi pekerjaan dapat dinilai dari tingkat
pendidikan formal dengan banyak klasifikasi pekerjaan
(Noviawati, 2021). Penilaian tingkat pendidikan formal pada
penelitian ini menggunakan indikator latar belakang pendidikan
kepala daerah di bidang ekonomi atau akuntansi. Latar belakang di
bidang ekonomi atau akuntansi diharapkan dapat menyajikan
laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar
dari akuntansi pemerintahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa spesialisasi pekerjaan berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan
Tabel 4.7 menunjukkan hasil latar belakang pendidikan kepala
daerah yang bukan berasal dari bidang ekonomi lebih banyak dari
kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau
akuntansi. Kepala daerah dengan latar belakang pendidikan
ekonomi diharapkan dapat mengelola keuangan daerah secara lebih
baik daripada kepala daerah tanpa latar belakang pendidikan
ekonomi atau akuntansi. Namun hasil data menunjukkan baik dari
kepala daerah tanpa latar belakang pendidikan ekonomi maupun
kepala daerah dengan latar belakang ekonomi tetap memengaruhi
tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
sehingga spesialisasi pekerjaan berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
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Berkaitan dengan teori institusional pada proses normatif,
kepala daerah menerima tekanan normatif sebagai bentuk tanggung
jawab dalam memimpin daerah untuk memahami laporan
keuangan sehingga dapat menghasilkan pengungkapan laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah baik yang
memiliki latar belakang pendidikan ekonomi maupun yang tidak
memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Hal tersebut sejalan
dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa spesialisasi
pekerjaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan Dermawan (2017) yang
menyatakan bahwa spesialisasi pekerjaan berpengaruh signifikan
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil yang
berbeda ditunjukkan oleh Simbolon dan Kurniawan (2018) pada
penelitiannya yang menyatakan bahwa spesialisasi pekerjaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil wuji hipotesis pada variabel Jumlah

Penduduk menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,062 dan

nilai signifikansi sebesar 0,021 sehingga dapat disimpulkan bahwa
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Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penduduk dalam laman online Badan Pusat Statistik (BPS)
diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di suatu wilayah
geografis dalam kurun waktu 6 bulan atau kurang dari 6 bulan
namun memiliki tujuan untuk segera menetap. Jumlah penduduk
berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan layanan umum yang
diberikan kepada masyarakat karena semakin besar jumlah
penduduk suatu daerah, semakin besar kompleksitas pemerintah
daerah untuk meningkatkan pelayanan umum. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang
berarti ada dorongan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk
meningkatkan pelayanan umum dalam bentuk pertanggungjawaban
untuk mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah
menjadi lebih baik.

Berkaitan dengan teori institusional, = pemerintah
mendapatkan tekanan coercive yang timbul dari organisasi lain
yaitu masyarakat dalam bentuk tuntutan untuk melaksanakan
fungsi layanan dasar umum. Fungsi layanan yang dimaksud adalah
mengenai pengungkapan pada laporan keuangan di mana dalam
hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan

keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk.
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Jika jumlah penduduk yang semakin besar menghendaki adanya
pengungkapan laporan keuangan dari pemerintah daerah maka
akan tercipta pengungkapan laporan keuangan yang semakin baik
dari tahun ke tahun akibat dari tuntutan masyarakat.

Hasil penelitian ini selaras dengan Priharjanto dan Wardani
(2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh
secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
akibat dari banyaknya kebutuhan akan pelayanan publik sehingga
terjadi peningkatan pengungkapan laporan keuangan. Hasil
penelitian lain serupa dari Hilmi dan Martani (2012) juga
menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
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BABYV

PENUTUP

Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh

intergovernmental revenue, temuan audit, umur pemerintah daerah,

spesialisasi  pekerjaan, dan jumlah penduduk terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, kesimpulan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Intergovernmental revenue tidak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah yang berarti bahwa besaran dana transfer
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak
memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan karena
pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah lain
seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah
lain yang lebih mendukung aktivitas dan kebutuhan pemerintah
daerah sehingga dana transfer dari pemerintah pusat hanya
sebagai tambahan dana pendukung aktivitas dan kebutuhan
pemerintah daerah.

Temuan audit tidak berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah

daerah yang berarti bahwa semakin sedikit temuan audit yang
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ditemukan dalam laporan keuangan tidak memengaruhi tingkat
pengungkapan laporan keuangan karena kurang optimalnya
upaya pemerintah daerah untuk melakukan rekomendasi yang
diberikan BPK dan revisi yang diberikan hanya sebatas
pemenuhan kewajiban yang dicantumkan dalam laporan
keuangan.

. Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah yang berarti bahwa pengalaman kinerja dari
tahun ke tahun tidak memengaruhi tingkat pengungkapan
laporan keuangan dan para pegawai pemerintah daerah yang
bekerja hanya melakukan pekerjaan administratif secara
berulang (repetitif) atau sebatas pemenuhan kewajiban serta
kurang meningkatkan kualitas dalam penyajian laporan
keuangan.

Spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah
daerah yang berarti bahwa latar belakang pendidikan kepala
daerah baik yang berasal dari ekonomi maupun bukan ekonomi
tetap memiliki tanggung jawab utamanya dalam pengungkapan
laporan keuangan sehingga kepala daerah harus memahami dan
menerapkan standar akuntansi pemerintah pada laporan

keuangan.
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Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
yang berarti jumlah penduduk ikut berperan dalam mendorong
pelayanan umum agar pemerintah daerah meningkatkan
pengungkapan laporan keuangan sehingga jumlah penduduk
memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pada

penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran sebagai

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1.

Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian
mengenai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
menggunakan variabel independen lain, seperti jumlah satuan
kerja perangkat daerah, ukuran legislatif, dan total aset.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi
dan memperbanyak sampel agar mendapatkan representasi
lebih baik dalam pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa mengenai
pengungkapan laporan keuangan yang menjadi
pertanggungjawaban pemerintah daerah sehingga terjadi
peningkatan pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan

hasil penelitian ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan
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pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan
berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan meningkatkan
kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah serta meningkatkan pelayanan umum dan
komunikasi internal dalam entitas pemerintah daerah akibat
dari faktor spesialisasi pekerjaan dan jumlah penduduk yang
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah agar terjadi peningkatan pengungkapan

laporan keuangan di masa depan.
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CHECKLIST PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PSAP NO 05 TENTANG AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran
persediaan

2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang
atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang
yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat

3. Kondisi persediaan

PSAP NO 06 TENTANG AKUNTANSI INVESTASI

4. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi

5. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen

6. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi
jangka panjang

7. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut

8. Investasi yang dinilai dengan 1 ngan nilai wajar dan alasan
penerapannya

9. Perubahan pos investasi

PSAP NO 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP

10. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount)

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:

11. Penambahan

12. Pelepasan

13. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada

14. Mutasi aset tetap lainnya
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Informasi penyusutan, meliputi:

15. Nilai penyusutan

16. Metode penyusutan yang digunakan

17. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

18. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode

19. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap

20. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap

21. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi

22. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut

harus diungkapkan:

23. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap

24. Tanggal efektif penilaian kembali

25. Jika ada, nama penilai independen

26. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya
pengganti

27. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

PSAP NO 08 TENTANG AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

28. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya

29. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya

30. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan

31. Uang muka kerja yang diberikan

32. Retensi

PSAP NO 09 TENTANG AKUNTANSI KEWAIJIBAN

33. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman

34. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya
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35. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat
bunga yang berlaku

36. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh
tempo

Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

37. Pengurangan pinjaman

38. Modifikasi persyaratan utang

39. Pengurangan tingkat bunga pinjaman

40. Pengunduran jatuh tempo pinjaman

41. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman

42. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode
pelaporan

43. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur

utang berdasarkan kreditur

Biaya pinjaman:

44, Perlakuan biaya pinjaman

45. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
bersangkutan

46. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
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Intergovernmental Revenue
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BANTEN

Kab. Lebak Rp 1,539,049,050,766.00
Kab. Pandeglang Rp 2,016,640,078,447.00
Kab. Serang Rp 1,546,651,981,229.00
Kab. Tangerang Rp 1,758,969,673,001.00
Kota Cilegon Rp 841,804,102,872.00

Kota Serang

Rp 735,561,644,568.00

Kota Tangerang

Rp 1,341,676,525,655.00

Kota Tangerang Selatan

Rp 889,139,727,314.00

DKI JAKARTA

DKI Jakarta Rp 17,855,177,072,924.00
JAWA BARAT

Kab. Bandung Rp 3,137,666,226,435.00
Kab. Bogor Rp 2,818,814,498,138.00
Kab. Ciamis Rp 1,627,548,414,865.00

Kab. Cianjur

Rp 2,246,193,466,963.00

Kab. Cirebon

Rp 2,070,427,928,565.00

Kab. Garut

Rp 2,625,652,140,243.00

Kab. Indramayu

Rp 1,988,742,976,961.00

Kab. Karawang

Rp 2,048,785,689,308.00

Kab. Kuningan

Rp 1,662,033,402,705.00

Kab. Majalengka

Rp 1,668,010,124,763.00

Kab. Subang

Rp 1,867,788,292,762.00

Kab. Sukabumi

Rp 1,964,152,558,370.00

Kab. Sumedang

Rp 1,638,676,633,162.00

Kab. Tasikmalaya

Rp 2,067,009,180,838.00

Kota Bandung Rp 2,427,237,815,833.00
Kota Banjar Rp 505,143,731,566.00
Kota Bekasi Rp 1,653,956,944,914.00
Kota Cimabhi Rp 66,808,176,054.00
Kota Depok Rp 1,158,659,583,597.00
JAWA TENGAH

Kab. Banjarnegara

Rp 1,354,080,374,738.00

Kab. Banyumas

Rp 1,894,413,016,142.00

Kab. Boyolali

Rp 1,438,528,619,300.00

Kab. Brebes Rp 1,753,057,931,104.00
Kab. Cilacap Rp 1,874,260,346,332.00
Kab. Demak Rp 1,205,186,810,394.00

Kab. Grobogan

Rp 1,794,017,726,760.00
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Kab. Jepara Rp 1,339,634,292,620.00
Kab. Karanganyar Rp 1,325,732,297,703.00
Kab. Klaten Rp 1,652,127,767,661.00
Kab. Kudus Rp 1,281,771,374,568.00
Kab. Magelang Rp 1,398,132,841,570.00
Kab. Pati Rp 1,637,310,968,390.00

Kab. Pekalongan

Rp 1,288,217,218,488.00

Kab. Pemalang

Rp 1,542,908,673,569.00

Kab. Purbalingga

Rp 1,240,574,231,875.00

Kab. Purworejo

Rp 1,247,436,685,096.00

Kab. Rembang

Rp 902,171,379,111.00

Kab. Semarang

Rp 1,307,508,472,787.00

Kab. Sragen Rp 1,405,508,762,647.00
Kab. Sukoharjo Rp 1,219,811,099,454.00
Kab. Tegal Rp 1,513,203,330,274.00

Kab. Temanggung

Rp 1,069,110,356,426.00

Kab. Wonogiri

Rp 1,532,139,685,475.00

Kab. Wonosobo

Rp 1,139,805,205,659.00

Kota Salatiga

Rp 561,012,927,696.00

Kota Surakarta

Rp 1,090,922,293,666.00

D.I. YOGYAKARTA

Kab. Bantul

Rp 1,355,455,930,302.00

Kab. Gunung Kidul

Rp 1,264,791,667,120.00

Kab. Kulon Progo

Rp 973,566,098,525.00

Kab. Sleman Rp 1,368,717,993,794.00
Kota Yogyakarta Rp 867,706,455,745.00
JAWA TIMUR

Kab. Bangkalan

Rp 1,344,825,042,010.00

Kab. Banyuwangi

Rp 1,960,992,382,687.00

Kab. Blitar

Rp 1,599,499,305,169.00

Kab. Bojonegoro

Rp 3,814,660,800,562.00

Kab. Bondowoso

Rp 1,336,039,553,661.00

Kab. Gresik Rp 1,425,168,417,026.00
Kab. Jember Rp 2,347,407,698,706.00
Kab. Jombang Rp 1,559,258,761,514.00
Kab. Kediri Rp 1,769,048,284,685.00

Kab. Lamongan

Rp 1,700,714,352,575.00

Kab. Magetan

Rp 1,280,133,487,395.00

Kab. Nganjuk

Rp 1,529,562,444,177.00

Kab. Ngawi

Rp 1,486,134,020,027.00

Kab. Pacitan

Rp 1,170,405,463,618.00

Kab. Pamekasan

Rp 1,252,406,756,553.00
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Kab. Pasuruan Rp 2,185,098,553,219.00
Kab. Ponorogo Rp 1,552,016,044,423.00
Kab. Probolinggo Rp 1,395,763,926,032.00
Kab. Sampang Rp 1,212,116,500,870.00
Kab. Sidoarjo Rp 1,793,474,341,790.00
Kab. Situbondo Rp 1,227,769,851,587.00
Kab. Sumenep Rp 1,601,302,418,621.00
Kab. Trenggalek Rp 1,277,893,727,362.00
Kab. Tuban Rp 1,493,217,733,407.00
Kab. Tulungagung Rp 1,701,678,499,757.00
Kota Batu Rp 649,243,671,787.00

Kota Blitar Rp 626,534,717,922.00

Kota Malang Rp 1,181,289,819,588.00
Kota Mojokerto Rp 553,125,341,841.00

Kota Surabaya

Rp 2,088,869,968,843.00




LAMPIRAN 4

Temuan Audit

BANTEN

Kab. Lebak

Kab. Pandeglang

Kab. Serang

Kab. Tangerang

Kota Cilegon

Kota Serang

Kota Tangerang

Kota Tangerang Selatan

DKI JAKARTA

DKI Jakarta

16

JAWA BARAT

Kab. Bandung

Kab. Bogor

Kab. Ciamis

Kab. Cianjur

Kab. Cirebon

Kab. Garut

Kab. Indramayu

—_

Kab. Karawang

Kab. Kuningan

Kab. Majalengka

Kab. Subang

Kab. Sukabumi

Kab. Sumedang

Kab. Tasikmalaya

Kota Bandung

Kota Banjar

Kota Bekasi

Kota Cimahi

Kota Depok

S| |O | [N NN N[OOI |0 [N [\O |0

—_

JAWA TENGAH

Kab. Banjarnegara

Kab. Banyumas

Kab. Boyolali

Kab. Brebes

Kab. Cilacap

Kab. Demak

Kab. Grobogan

Aa|lwn|ala|lun|an
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Kab. Jepara

Kab. Karanganyar

Kab. Klaten

Kab. Kudus

Kab. Magelang

Kab. Pati

Kab. Pekalongan

Kab. Pemalang

Kab. Purbalingga

Kab. Purworejo

Kab. Rembang

Kab. Semarang

Kab. Sragen

Kab. Sukoharjo

Kab. Tegal

Kab. Temanggung

Kab. Wonogiri

Kab. Wonosobo

Kota Salatiga

Kota Surakarta

Wk~ W NN N ||| ONW

D.I. YOGYAKARTA

Kab. Bantul

Kab. Gunung Kidul

Kab. Kulon Progo

Kab. Sleman

—_—

Kota Yogyakarta

A|— |00 |0 |0

—_—

JAWA TIMUR

Kab. Bangkalan

Kab. Banyuwangi

Kab. Blitar

Kab. Bojonegoro

Kab. Bondowoso

Kab. Gresik

Kab. Jember

Kab. Jombang

Kab. Kediri

Kab. Lamongan

Kab. Magetan

Kab. Nganjuk

Kab. Ngawi

Kab. Pacitan

Kab. Pamekasan

[S—
N[O |IJ| N[NNI [Q[N|n |
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Kab.

Pasuruan

Kab.

Ponorogo

Kab.

Probolinggo

Kab.

Sampang

Kab.

Sidoarjo

Kab.

Situbondo

Kab.

Sumenep

Kab.

Trenggalek

Kab.

Tuban

Kab.

Tulungagung

Kota Batu

Kota Blitar

Kota Malang

Kota Mojokerto

Kota Surabaya

NN N[N |[O RN |J[N NN W|O
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LAMPIRAN 5§

Umur Pemerintah Daerah

BANTEN

Kab. Lebak 68
Kab. Pandeglang 68
Kab. Serang 68
Kab. Tangerang 68
Kota Cilegon 19
Kota Serang 11
Kota Tangerang 25
Kota Tangerang Selatan 10
DKI JAKARTA

DKI Jakarta 73
JAWA BARAT

Kab. Bandung 68
Kab. Bogor 68
Kab. Ciamis 68
Kab. Cianjur 68
Kab. Cirebon 68
Kab. Garut 68
Kab. Indramayu 68
Kab. Karawang 68
Kab. Kuningan 68
Kab. Majalengka 68
Kab. Subang 50
Kab. Sukabumi 68
Kab. Sumedang 68
Kab. Tasikmalaya 68
Kota Bandung 31
Kota Banjar 26
Kota Bekasi 22
Kota Cimahi 43
Kota Depok 27
JAWA TENGAH

Kab. Banjarnegara 68
Kab. Banyumas 68
Kab. Boyolali 68
Kab. Brebes 68
Kab. Cilacap 68
Kab. Demak 68
Kab. Grobogan 68

87



Kab. Jepara 68
Kab. Karanganyar 68
Kab. Klaten 68
Kab. Kudus 68
Kab. Magelang 68
Kab. Pati 68
Kab. Pekalongan 68
Kab. Pemalang 68
Kab. Purbalingga 68
Kab. Purworejo 68
Kab. Rembang 68
Kab. Semarang 68
Kab. Sragen 68
Kab. Sukoharjo 68
Kab. Tegal 68
Kab. Temanggung 68
Kab. Wonogiri 68
Kab. Wonosobo 68
Kota Salatiga 68
Kota Surakarta 68
D.I. YOGYAKARTA

Kab. Bantul 68
Kab. Gunung Kidul 68
Kab. Kulon Progo 68
Kab. Sleman 68
Kota Yogyakarta 68
JAWA TIMUR

Kab. Bangkalan 68
Kab. Banyuwangi 68
Kab. Blitar 68
Kab. Bojonegoro 68
Kab. Bondowoso 68
Kab. Gresik 44
Kab. Jember 68
Kab. Jombang 68
Kab. Kediri 68
Kab. Lamongan 68
Kab. Magetan 68
Kab. Nganjuk 68
Kab. Ngawi 68
Kab. Pacitan 68
Kab. Pamekasan 68
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Kab. Pasuruan 68
Kab. Ponorogo 68
Kab. Probolinggo 68
Kab. Sampang 68
Kab. Sidoarjo 68
Kab. Situbondo 46
Kab. Sumenep 68
Kab. Trenggalek 68
Kab. Tuban 68
Kab. Tulungagung 68
Kota Batu 25
Kota Blitar 68
Kota Malang 68
Kota Mojokerto 68
Kota Surabaya 68

89



LAMPIRAN 6

Spesialisasi Pekerjaan

BANTEN

Kab. Lebak

Kab. Pandeglang

Kab. Serang

Kab. Tangerang

Kota Cilegon

Kota Serang

Kota Tangerang

Kota Tangerang Selatan

OO || =

DKI JAKARTA

DKI Jakarta

JAWA BARAT

Kab. Bandung

Kab. Bogor

Kab. Ciamis

Kab. Cianjur

Kab. Cirebon

Kab. Garut

Kab. Indramayu

Kab. Karawang

Kab. Kuningan

Kab. Majalengka

Kab. Subang

Kab. Sukabumi

Kab. Sumedang

Kab. Tasikmalaya

Kota Bandung

Kota Banjar

Kota Bekasi

Kota Cimahi

Kota Depok

=)ol (el el el el L Ll el (e) fo) e} le) (el fal ) fel fe

JAWA TENGAH

Kab. Banjarnegara

Kab. Banyumas

Kab. Boyolali

Kab. Brebes

Kab. Cilacap

Kab. Demak

Kab. Grobogan

el E=A k=R Ll feol Fanl )
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Kab. Jepara

Kab. Karanganyar

Kab. Klaten

Kab. Kudus

Kab. Magelang

Kab. Pati

Kab. Pekalongan

Kab. Pemalang

Kab. Purbalingga

Kab. Purworejo

Kab. Rembang

Kab. Semarang

Kab. Sragen

Kab. Sukoharjo

Kab. Tegal

Kab. Temanggung

Kab. Wonogiri

Kab. Wonosobo

Kota Salatiga

Kota Surakarta

=)l Ll el fal kel Ll el [l fal Ly T LS il fel ke e

D.I. YOGYAKARTA

Kab. Bantul

Kab. Gunung Kidul

Kab. Kulon Progo

Kab. Sleman

Kota Yogyakarta

(=) [l fanll Fan i fan)

JAWA TIMUR

Kab. Bangkalan

Kab. Banyuwangi

Kab. Blitar

Kab. Bojonegoro

Kab. Bondowoso

Kab. Gresik

Kab. Jember

Kab. Jombang

Kab. Kediri

Kab. Lamongan

Kab. Magetan

Kab. Nganjuk

Kab. Ngawi

Kab. Pacitan

Kab. Pamekasan

(=) Lo (el el Lol (el fa )l Fll kel fe )l e i el Kl Kan)
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Kab.

Pasuruan

Kab.

Ponorogo

Kab.

Probolinggo

Kab.

Sampang

Kab.

Sidoarjo

Kab.

Situbondo

Kab.

Sumenep

Kab.

Trenggalek

Kab.

Tuban

Kab.

Tulungagung

Kota Batu

Kota Blitar

Kota Malang

Kota Mojokerto

Kota Surabaya

O |Q|IO(m | |O|r o0 |~ |o o
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LAMPIRAN 7

Jumlah Penduduk
BANTEN
Kab. Lebak 1,295,810
Kab. Pandeglang 1,209,011
Kab. Serang 1,501,501
Kab. Tangerang 3,692,693
Kota Cilegon 431,305
Kota Serang 677,804
Kota Tangerang 2,185,304
Kota Tangerang Selatan 1,696,308
DKI JAKARTA
DKI Jakarta 10,467,629
JAWA BARAT
Kab. Bandung 3,717,291
Kab. Bogor 5,840,907
Kab. Ciamis 1,188,629
Kab. Cianjur 2,260,620
Kab. Cirebon 2,176,213
Kab. Garut 2,606,399
Kab. Indramayu 1,719,187
Kab. Karawang 2,336,009
Kab. Kuningan 1,074,497
Kab. Majalengka 1,199,300
Kab. Subang 1,579,018
Kab. Sukabumi 2,460,693
Kab. Sumedang 1,149,906
Kab. Tasikmalaya 1,751,295
Kota Bandung 2,503,708
Kota Banjar 182,819
Kota Bekasi 2,931,897
Kota Cimahi 607,811
Kota Depok 2,330,333
JAWA TENGAH
Kab. Banjarnegara 918,219
Kab. Banyumas 1,679,124
Kab. Boyolali 979,799
Kab. Brebes 1,802,829
Kab. Cilacap 1,719,504
Kab. Demak 1,151,796
Kab. Grobogan 1,371,610
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Kab. Jepara 1,240,600
Kab. Karanganyar 879,078
Kab. Klaten 1,171,411
Kab. Kudus 861,430
Kab. Magelang 1,279,625
Kab. Pati 1,253,299
Kab. Pekalongan 891,892
Kab. Pemalang 1,299,724
Kab. Purbalingga 925,193
Kab. Purworejo 716,477
Kab. Rembang 633,584
Kab. Semarang 1,040,629
Kab. Sragen 887,889
Kab. Sukoharjo 885,205
Kab. Tegal 1,437,225
Kab. Temanggung 765,594
Kab. Wonogiri 957,106
Kab. Wonosobo 787,384
Kota Salatiga 191,571
Kota Surakarta 517,887
D.I. YOGYAKARTA

Kab. Bantul 1,006,692
Kab. Gunung Kidul 736,210
Kab. Kulon Progo 425,758
Kab. Sleman 1,206,714
Kota Yogyakarta 427,498
JAWA TIMUR

Kab. Bangkalan 978,892
Kab. Banyuwangi 1,609,677
Kab. Blitar 1,157,500
Kab. Bojonegoro 1,246,927
Kab. Bondowoso 772,297
Kab. Gresik 1,299,024
Kab. Jember 2,440,714
Kab. Jombang 1,258,618
Kab. Kediri 1,568,113
Kab. Lamongan 1,188,913
Kab. Magetan 628,924
Kab. Nganjuk 1,051,900
Kab. Ngawi 830,090
Kab. Pacitan 554,394
Kab. Pamekasan 871,497
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Kab. Pasuruan 1,616,578
Kab. Ponorogo 870,705
Kab. Probolinggo 1,162,092
Kab. Sampang 968,520
Kab. Sidoarjo 2,216,804
Kab. Situbondo 679,993
Kab. Sumenep 1,085,227
Kab. Trenggalek 694,902
Kab. Tuban 1,168,277
Kab. Tulungagung 1,035,290
Kota Batu 205,788
Kota Blitar 140,971
Kota Malang 866,118
Kota Mojokerto 128,282
Kota Surabaya 2,885,555
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LAMPIRAN 8

Pengungkapan Laporan Keuangan

BANTEN

Kab. Lebak 12
Kab. Pandeglang 17
Kab. Serang 15
Kab. Tangerang 13
Kota Cilegon 21
Kota Serang 19
Kota Tangerang 23
Kota Tangerang Selatan 19
DKI JAKARTA

DKI Jakarta 22
JAWA BARAT

Kab. Bandung 20
Kab. Bogor 25
Kab. Ciamis 25
Kab. Cianjur 16
Kab. Cirebon 20
Kab. Garut 20
Kab. Indramayu 19
Kab. Karawang 23
Kab. Kuningan 19
Kab. Majalengka 20
Kab. Subang 18
Kab. Sukabumi 19
Kab. Sumedang 16
Kab. Tasikmalaya 20
Kota Bandung 15
Kota Banjar 19
Kota Bekasi 18
Kota Cimahi 17
Kota Depok 21
JAWA TENGAH

Kab. Banjarnegara 18
Kab. Banyumas 18
Kab. Boyolali 19
Kab. Brebes 18
Kab. Cilacap 14
Kab. Demak 20
Kab. Grobogan 19
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Kab. Jepara 18
Kab. Karanganyar 23
Kab. Klaten 20
Kab. Kudus 19
Kab. Magelang 20
Kab. Pati 20
Kab. Pekalongan 17
Kab. Pemalang 21
Kab. Purbalingga 20
Kab. Purworejo 20
Kab. Rembang 21
Kab. Semarang 19
Kab. Sragen 20
Kab. Sukoharjo 21
Kab. Tegal 17
Kab. Temanggung 21
Kab. Wonogiri 20
Kab. Wonosobo 19
Kota Salatiga 19
Kota Surakarta 21
D.I. YOGYAKARTA

Kab. Bantul 13
Kab. Gunung Kidul 20
Kab. Kulon Progo 19
Kab. Sleman 23
Kota Yogyakarta 19
JAWA TIMUR

Kab. Bangkalan 22
Kab. Banyuwangi 21
Kab. Blitar 18
Kab. Bojonegoro 18
Kab. Bondowoso 20
Kab. Gresik 20
Kab. Jember 21
Kab. Jombang 20
Kab. Kediri 19
Kab. Lamongan 17
Kab. Magetan 20
Kab. Nganjuk 16
Kab. Ngawi 18
Kab. Pacitan 22
Kab. Pamekasan 21
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Kab. Pasuruan 21
Kab. Ponorogo 19
Kab. Probolinggo 20
Kab. Sampang 17
Kab. Sidoarjo 18
Kab. Situbondo 20
Kab. Sumenep 18
Kab. Trenggalek 17
Kab. Tuban 21
Kab. Tulungagung 22
Kota Batu 18
Kota Blitar 16
Kota Malang 17
Kota Mojokerto 17
Kota Surabaya 19
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LAMPIRAN 9

Jumlah Anggota DPRD
BANTEN
Kab. Lebak 50
Kab. Pandeglang 50
Kab. Serang 45
Kab. Tangerang 50
Kota Cilegon 35
Kota Serang 45
Kota Tangerang 50
Kota Tangerang Selatan 50
DKI JAKARTA
DKI Jakarta 106
JAWA BARAT
Kab. Bandung 50
Kab. Bogor 50
Kab. Ciamis 50
Kab. Cianjur 50
Kab. Cirebon 50
Kab. Garut 50
Kab. Indramayu 50
Kab. Karawang 50
Kab. Kuningan 50
Kab. Majalengka 50
Kab. Subang 50
Kab. Sukabumi 50
Kab. Sumedang 50
Kab. Tasikmalaya 50
Kota Bandung 50
Kota Banjar 25
Kota Bekasi 50
Kota Cimahi 45
Kota Depok 50
JAWA TENGAH
Kab. Banjarnegara 45
Kab. Banyumas 50
Kab. Boyolali 45
Kab. Brebes 50
Kab. Cilacap 50
Kab. Demak 50
Kab. Grobogan 50
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Kab. Jepara 50
Kab. Karanganyar 45
Kab. Klaten 50
Kab. Kudus 45
Kab. Magelang 50
Kab. Pati 50
Kab. Pekalongan 45
Kab. Pemalang 50
Kab. Purbalingga 45
Kab. Purworejo 45
Kab. Rembang 45
Kab. Semarang 45
Kab. Sragen 45
Kab. Sukoharjo 45
Kab. Tegal 50
Kab. Temanggung 45
Kab. Wonogiri 45
Kab. Wonosobo 45
Kota Salatiga 25
Kota Surakarta 45
D.I. YOGYAKARTA

Kab. Bantul 45
Kab. Gunung Kidul 45
Kab. Kulon Progo 40
Kab. Sleman 50
Kota Yogyakarta 40
JAWA TIMUR

Kab. Bangkalan 50
Kab. Banyuwangi 50
Kab. Blitar 50
Kab. Bojonegoro 50
Kab. Bondowoso 45
Kab. Gresik 50
Kab. Jember 50
Kab. Jombang 50
Kab. Kediri 50
Kab. Lamongan 50
Kab. Magetan 45
Kab. Nganjuk 45
Kab. Ngawi 45
Kab. Pacitan 40
Kab. Pamekasan 45
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Kab. Pasuruan 50
Kab. Ponorogo 45
Kab. Probolinggo 30
Kab. Sampang 45
Kab. Sidoarjo 50
Kab. Situbondo 45
Kab. Sumenep 50
Kab. Trenggalek 45
Kab. Tuban 50
Kab. Tulungagung 50
Kota Batu 25
Kota Blitar 25
Kota Malang 45
Kota Mojokerto 25
Kota Surabaya 50
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LAMPIRAN 10
Luas Wilayah

BANTEN
Kab. Lebak 3426.56
Kab. Pandeglang 2746.89
Kab. Serang 1734.28
Kab. Tangerang 1011.86
Kota Cilegon 175.50
Kota Serang 266.71
Kota Tangerang 153.93
Kota Tangerang Selatan 147.19
DKI JAKARTA
DKI Jakarta 662.33
JAWA BARAT
Kab. Bandung 1767.96
Kab. Bogor 2710.62
Kab. Ciamis 1414.71
Kab. Cianjur 3840.16
Kab. Cirebon 984.52
Kab. Garut 3074.07
Kab. Indramayu 2040.11
Kab. Karawang 1652.20
Kab. Kuningan 1110.56
Kab. Majalengka 1204.24
Kab. Subang 1893.95
Kab. Sukabumi 4145.70
Kab. Sumedang 1518.33
Kab. Tasikmalaya 2551.19
Kota Bandung 167.67
Kota Banjar 113.49
Kota Bekasi 206.61
Kota Cimahi 39.27
Kota Depok 200.29
JAWA TENGAH
Kab. Banjarnegara 1023.73
Kab. Banyumas 1335.30
Kab. Boyolali 1008.45
Kab. Brebes 1902.37
Kab. Cilacap 2124.47
Kab. Demak 900.12
Kab. Grobogan 2013.86
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Kab. Jepara 1059.25
Kab. Karanganyar 775.44
Kab. Klaten 658.22
Kab. Kudus 425.15
Kab. Magelang 1102.93
Kab. Pati 1489.19
Kab. Pekalongan 837.00
Kab. Pemalang 1118.03
Kab. Purbalingga 677.55
Kab. Purworejo 1091.49
Kab. Rembang 887.13
Kab. Semarang 950.21
Kab. Sragen 941.54
Kab. Sukoharjo 489.12
Kab. Tegal 876.10
Kab. Temanggung 837.71
Kab. Wonogiri 1793.67
Kab. Wonosobo 981.41
Kota Salatiga 57.36
Kota Surakarta 46.01
D.I. YOGYAKARTA

Kab. Bantul 508.13
Kab. Gunung Kidul 1431.42
Kab. Kulon Progo 586.28
Kab. Sleman 574.82
Kota Yogyakarta 32.50
JAWA TIMUR

Kab. Bangkalan 1001.44
Kab. Banyuwangi 5782.40
Kab. Blitar 1336.48
Kab. Bojonegoro 2198.79
Kab. Bondowoso 1525.97
Kab. Gresik 1191.25
Kab. Jember 3092.34
Kab. Jombang 1115.09
Kab. Kediri 1386.05
Kab. Lamongan 1782.05
Kab. Magetan 688.84
Kab. Nganjuk 1224.25
Kab. Ngawi 1295.98
Kab. Pacitan 1389.92
Kab. Pamekasan 792.24
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Kab. Pasuruan 1474.02
Kab. Ponorogo 1305.70
Kab. Probolinggo 1696.21
Kab. Sampang 1233.08
Kab. Sidoarjo 634.38
Kab. Situbondo 1669.87
Kab. Sumenep 1998.54
Kab. Trenggalek 1147.22
Kab. Tuban 1834.15
Kab. Tulungagung 1055.65
Kota Batu 136.74
Kota Blitar 32.57
Kota Malang 145.28
Kota Mojokerto 16.47
Kota Surabaya 350.54
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LAMPIRAN 11
Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 90
Normal Parameters™® Mean .0000000
Std. Deviation 2.32179003

Most Extreme Differences Absolute .069
Positive .069

Negative -.066

Test Statistik .069
Asymp. Sig. (2-tailed) 200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

105

Coefficients®
Unstandardized  Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistiks
Model B Std. Error Beta t  Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 5.071 17.545 289 773
Temuan Audit X2 .026 A17 .028 .220 .826 701 1.427
Sp Pekerjaan X4 -.537 547 -.109 -.982 .329 948 1.055
LOG X1 1.077 1.864 109 578 .565 329 3.036
LOG X3 -.662 1.885 -.047 -351 .726 659 1.517
LOG X5 -1.228 1.736 -.160 -.707 .482 227 4.405
LOG X6 5.660 5.764 197 982 329 289 3.456
LOG X7 .051 721 011 .071 .944 487 2.055

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD Y



3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.

1  (Constant) 014 012 1.208 .230
X1 2 -.011 015 -356  -.734 465
X2 2 .039 .027 181 1.473 144
X3 2 .029 .026 193 1.109 271
X4 2 012 .008 168  1.558 .123
X5 2 .000 .000 -429 -816 .417
X6 2 -.161 .094 -494 -1.718 .090
X7 2 .000 .009 .003 .024 981

a. Dependent Variable: ABS RESI
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LAMPIRAN 12
Hasil Regresi Berganda
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -.032 255 -.124 901
LOG X1 -.010 .028 -.061 -349 728
LOG X2 .033 .028 140 1.182 240
LOG X3 .027 .029 121 953 343
Sp Pekerjaan X4 015 .008 191 1.812 .074
LOG_ X5 .062 .026 507 2.356 .021
LOG X6 -.162 .087 -354 -1.869 .065
LOG X7 .002 011 .026 178 859

a. Dependent Variable: ABS RES



LAMPIRAN 13

Descriptive Statistics

Minimu Maximu Std.

m m Mean Deviation
LOG X1 90 10.82 13.25 12.1560 23965
LOG X2 90 48 1.20 7785 .15992
LOG X3 90 1.00 1.86  1.7730 16757
Sp Pekerjaan X4 90 0 1 .36 481
LOG X5 90 5.11 7.02  6.0454 30991
LOG X6 90 1.40 2.03  1.6632 .08270
LOG X7 90 1.22 3.76  2.9043 .50982
LOG Y 90 1.08 1.40 1.2778 .05683
Valid N (listwise) 90
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